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I(ATA PENGANTAR

Pembangunan adalah merupakan upaya perubahan

kearah yang lebih baik dalam rangka meningkatkan harkat,

martabat dan kecerdasan masyarakat, dilaksanakan secara

bertahap, terpadu dan berkelanjutan. Wujud dari pelaksanaan

pembangunan secara konkrit antara lain direalisasikan dalam

kegiatan-kegiatan pembangUnan yang dibiayai dengan anggaran

Pemerintah yaitu APBD.

Untuk melaksanakan tahapan pembangunan diperlukan

dokumen perencanaan baik Jangka Menengah ataupun Jangka

Pendek (satu tahun) untuk dokumen lima tahunan telah disusun

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun

2O2L 2026, sedangkan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi

Pamong Praja Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ketiga

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja.

Rencana Kerja (Rerda) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun

2023 menggambarkan program dan kegiatan serta anggaran

indikatif selama satu tahun kedepan, Rencana Kerja (Renja)

Satuan Polisi Pamong Praja ini berfungsi sebagai acuan dalam

menyusun rancangan Rencana Keq'a Pemerintah Daerah (RKPD)

Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2A23.

Demikian kami berharap dengan telah disusunnya

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja ini dapat

memberikan arah pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja

selama satu tahun kedepan.

Mojokerto, Pebruari 2022

KEPALA LISI

Pembina Tingkat I
NrP. 19790804 199801 1 001

A
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1.1 Latar Belakang 

Pembangunan merupakan sebuah proses yang 

direncanakan dalam rangka melakukan perubahan yang 

mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, 

pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding 

keadaan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses 

perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar 

dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan 

dilakukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai 

dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas 

mengadopsi empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, 

politis, partisipatif, dan top-down/bottom up. 

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan 

dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun 

untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksananaan dan pengawasan dan 

merupakan bagian dalam tahapan penyusunan Rancangan 

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yang 

penyusunannya dimulai dengan pendekatan perencanaan 

partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan 

pembangunan (musrenbang) bertingkat mulai dari kelurahan, 

kecamatan sampai ke tingkat kota. Perumusan RKPD 

Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 mengakomodir program 

OPD, lintas OPD, dan program kewilayahan yang bertujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi 

dengan pembangunan nasional dan Pemerintah Jawa Timur, 

pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2023 diarahkan 

pada tema : “Pengembangan SDM dalam rangka peningkatan 

pelayanan kemudahan usaha dan stimulasi penguatan sektor 

BAB I 

PENDAHULUAN 
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potensial untuk pertumbuhan berkualitas dan berdaya 

saing”.  

Dokumen RKPD secara substansial merupakan 

penjabaran dari visi, misi, program serta mennjadi satu 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dokumen 

perencanaan dan penganggaran lainnya yang meliputi RPJPD, 

RPJMD, RKPD, Renstra OPD dan Renja OPD. Berdasarkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembagunan Daerah (RKPD), 

perencanaan pembangunan pada RKPD memuat hubungan 

antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan tahunan 

yang diambil dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD).  

Dalam kaitannya dengan tema pembangunan 

Kabupaten Mojokerto tahun 2023 serta mengacu pada tujuan 

dan sasaran pembangunan pada Rancangan Awal RKPD 

Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 yang mendasarkan pada 

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 

tentang tentang RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-

2026, Satpol PP menjadi salah satu pendukung dan menjadi 

bagian dalam mewujudkan misi Kabupaten Mojokerto yakni 

misi mewujudkan daya saing daerah yang kuat. Tujuan misi 

tersebut adalah menguatkan daya saing daerah untuk 

memajukan Kabupaten Mojokerto dengan sasaran 

terwujudnya daya dukung pengembangan usaha. 

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagaimana 

tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto, Satpol PP 

menjadi unsur pendukung prioritas pembangunan daerah 

untuk Tahun 2023 yakni dalam bidang kinerja aparatur dan 

birokrasi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Mojokerto adalah Dokumen Perencanaan 

Daerah Kabupaten Mojokerto untuk periode 5 (lima) tahun ke 

depan, yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program 

Bupati Mojokerto, serta memuat arah kebijakan keuangan 

Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Strategi Pembangunan 
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Daerah Kabupaten Mojokerto, Kebijakan Umum dan Program 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan program 

kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam 

kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat 

indikatif.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Satuan 

Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pelaksana 

pemerintahan yang melaksanakan urusan wajib di bidang 

Penegakan Perda, ketenteraman dan ketertiban masyarakat 

dan perlindungan masyarakat. Memperhatikan pada 

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Kedudukan dan Pembentukan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto 

Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi 

Pamong Praja, disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Mojokerto merupakan unsur pelaksana 

pemerintah daerah di bidang ketertiban, yang mempunyai 

tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang 

Penegakan Perda ketenteraman dan ketertiban umum dan 

perlindungan masyarakat. Pembentukan Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Mojokerto merupakan implementasi 

diberlakukannya otonomi daerah atas tuntutan masyarakat 

yang menginginkan hidup mandiri tanpa ketergantungan 

pada Pemerintah Pusat serta mewujudkan penegakan Perda, 

ketenteraman dan ketertiban umum, dan perlindungan 

masyarakat. Sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan 

kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Mojokerto tersebut, maka untuk menjamin adanya 

konsistensi dan keterpaduan perencanaan program dan 

kegiatan perlu disusun Rencana Strategis SKPD yang 

merupakan rangkuman rencana program kegiatan pada 

Tahun 2021-2026. Dengan berpedoman pada RPJMD, 

selanjutnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang memuat 
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visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan 

sesuai dengan Tugas, Pokok, dan Fungsi (Tupoksi) SKPD dan 

mengacu pada rancangan awal RKPD, maka perlu disusun 

rancangan Rencana Kerja (Renja) secara definitif sebagai 

dokumen yang memuat kebijakan, program dan kegiatan 

Satuan Polisi Pamong Praja. 

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Renja 

Satpol PP) Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun 

Keempat dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja 

(Renstra Satuan Pol PP) Tahun 2021 – 2026 dan merupakan 

penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Mojokerto Tahun 2023. Penyusunan Renja Satuan 

Polisi Pamong Praja Tahun 2023 merupakan pelaksanaan 

dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Mojokerto ini merupakan dokumen perencanaan 

yang harus memberikan arahan, yang memudahkan tujuan 

yang hendak dicapai secara terukur. Selain itu, Renja Satuan 

Polisi Pamong Praja ini disusun sebagai suatu proses yang 

berkesinambungan, dalam penyusunannya sangat 

memerlukan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-

bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan 

kegiatan Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto sebagai 

penjabaran Visi dan Misi Bupati terpilih dalam Pemilihan 

Kepala Daerah pada Tahun 2020, selanjutnya Visi dan Misi 

tersebut menjadi visi dan misi daerah. 

Oleh karena itu untuk mewujudkan perencanaan 

pembangunan secara menyeluruh, efektif dan efisien, maka 

perlu adanya rumusan tujuan yang jelas, faktual dan 

realistis.  
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Dalam restra Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum 

(Ditjen PUM) pada Kementerian Dalam Negeri ada satu target 

terkait Satuan Polisi pamong Praja yang memerlukan 

dukungan provinsi dan Kabupaten/kota. Jumlah daerah yang 

ditingkatkan kapasitas kelembagaan Satpol PP sesuai 

peraturan perundang undangan yang diterget pada tahun 

2014 sejumlah 33 provinsi, pada kenyataannya masih banyak 

provinsi yang kapasitas kelembagaannya Satpol PP belum 

sesuai perundangan yang berlaku termasuk juga 

kabupaten/kota masih banyak kelembagaannya Satpol PP 

belum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. 

Dalam rangka mewujudkan pencapaian pembangunan 

diperlukan fokus dan prioritas penanganan permasalahan 

yang spesifik dan mendasar. Penyusunan prioritas 

pembangunan mempertimbangkan prioritas dan sasaran 

pembangunan nasional serta menyinergikan dengan rencana 

pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Prioritas 

pembangunan pada RKPD 2023 disusun dengan 

mendasarkan dan memperhatikan pada tema dan prioritas 

pembangunan nasional dan Pemerintah Provinsi Jatim, yang 

bertujuan pada tercapainya sinergi pusat dan daerah dalam 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. 

Memperhatikan prioritas pembangunan Kabupaten 

Mojokerto untuk Tahun 2023, Satpol PP sebagai aparatur 

penegak peraturan perundang-undangan mengampu 

prioritas pembangunan dalam bidang Kinerja Aparatur dan 

Birokrasi. Hal tersebut sesuai dengan visi Satpol PP 

Kabupaten  Mojokerto yakni menjadi institusi penegak 

peraturan perundangundangan yang profesional. Dan sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah Undang disebutkan bahwa Satuan 

Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pelaksana 

pemerintahan yang melaksanakan urusan wajib pelayanan 

dasar di bidang ketentraman, ketertiban umum dan 

perlindungan masyarakat. 
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1.2. Landasan Hukum 

Landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan 

Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 

adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4287);  

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia No,4421); 

3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 

2005 – 2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Negara RI Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik; 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik; 

7. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah; 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara RI Nomor 4815); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI 

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI 

Nomor 4817); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6205); 

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 

2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan; 

14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 

2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam 

Pembangunan Nasional; 

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

67 Tahun 2011 tentang  tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di 

Daerah 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan 

Minimum; 

19. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman, 

Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2017; 
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20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan  Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka  Menengah Daerah dan Rencana 

Kerja  Pemerintah Daerah ; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah; 

22. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 050 3708 tahun 2020 Tentang Tentang Hasil 

Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi 

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah; 

24. Permendagri 70 tahun 201 ttg sipd; 

25. Permen KLHK nomor 33 tahun 2016; 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 

2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Tahun 2021 – 2026; 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 

2016 tentang Kedudukan dan Pembentukan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto; 

28. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019 tentang 

Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. 

29. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Reviu 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD); 

30. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencana 

Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018. 
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1.3. Maksud dan Tujuan 

Maksud disusunnya Renja Tahun 2023 Satpol PP Kabupaten 

Mojokerto adalah : 

a. Sebagai bahan masukan penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten 

Mojokerto Tahun 2023; 

b. Sebagai bahan penyusunan Perjanjian Kinerja OPD Tahun 

2023; 

c.   Sebagai pedoman dan gambaran dalam 

mengimplementasikan tugas pokok serta fungsi Satpol PP 

Kabupaten Mojokerto dalam rangka mencapai tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan sebagai implementasi misi 

organisasi. 

 

Tujuan disusunnya Renja adalah : 

1. Menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2023; 

2. Menentukan alokasi sumber daya manusia, sarana 

prasarana dan anggaran; 

3. Memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja bulanan, 

tribulanan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj); 

4. Memudahkan pelaksanaan progam kerja dan kegiatan 

dalam mencapai sasaran. 

5. Memberikan acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam 

menyusun program dan kegiatan periode 1 tahun pada 

tahun yang akan datang; 

6. Memberikan acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam 

menyusun indikator kinerja kegiatan periode 1 tahun pada 

tahun yang akan datang; 

7. Memberikan acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam 

menentukan sasaran kegiatan periode 1 tahun pada tahun 

yang akan datang; 

8. Memberikan acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam 

menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan 

periode 1 tahun pada tahun yang akan datang; 

9. Mendiskripsikan tentang program-program prioritas yang 

akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja periode 1 

tahun pada tahun yang akan datang. 
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1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Renja Satuan Polisi Pamong Praja 

Tahun 2023 berdasarkan Permendagri Republik Indonesia 

Nomor 18 Tahun 2016 sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi mengenai latar belakang penyusunan Renja, dasar 

hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang 

dipergunakan. 

 

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT 

DAERAH TAHUN LALU 

Bab ini memuat kejadian (review) terhadap hasil evaluasi 

pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian 

tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra 

OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan 

Renja 0PD tahun sebelumnya. 

 

BAB III TUJUAN SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN  

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang 

didasarkan atas rumusan, isu-isu penting penyelenggaraan, 

tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target, 

kinerja Renstra OPD. 

 

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT 

DAERAH  

Berisi ulasan tentang usulan Rencana Kerja dan pendanaan 

OPD pada APBD tahun 2023. Disini terdapat program 

kegiatan yang sudah dianggarkan di Program dan kegiatan 

kinerja Renstra OPD Tahun 2021-2026. 

 

2.  

BAB V PENUTUP 

Berisikan urusan penutup berupa catatan penting yang perlu 

mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya 

maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai 

dengan kebutuhan kaidah pelaksanaan dan rencana tindak 

lanjut. 
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2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 

Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan 

kegiatan pada  Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2021 

ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang 

disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dari APBD 

Kabupaten Mojokerto. Adapun program dan kegiatan yang 

telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai 

dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2021 Per 

Semester II Tahun 2021 adalah: 

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten 

/kota (Per 31 Desember 2021) 

Pencapaian kinerja Program penunjang urusan 

pemerintahan daerah kabupaten /kota adalah Nilai SAKIP 

Perangkat Daerah dengan target nilai 82,9 (A) capaian 

realisasinya adalah nilai 80,4 (A). Anggaran Rp. 

8.536.997.641,00 capaian realisasi sebesar Rp. 

7.273.067.127,00 (85,19%) 

Kegiatan pada program ini meliputi : 

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah dengan indicator jumlah 

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah target 0 dokumen anggaran sebesar 

Rp. 0,00 capaian realisasi sebesar Rp. 0,00 (0%) 

Sub kegiatan pada kegiatan ini adalah : 

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah dengan indicator jumlah Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah target 8 

dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 0,00 

capaian realisasi sebesar Rp. 0,00 (0%) 

b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indicator 

jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah target 6 

dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 0,00 

capaian realisasi sebesar Rp. 0,00 (0%) 

BAB II 

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA  

PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 
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b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indicator 

jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah target 14 

bulan anggaran Rp. 7.379.788.338,00 capaian realisasi 

adalah 14 bulan sebesar Rp. 6.379.094.484,00 (86,44%) 

Sub kegiatan pada kegiatan ini adalah : 

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indicator 

jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN target 14 

bulan anggaran Rp. 7.379.788.338,00 capaian realisasi 

adalaah 14 bulan sebesar Rp. 6.379.094.484,00 

(86,44%) 

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan 

indicator jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat 

Daerah target 170 orang anggaran sebesar Rp. 

400.000.000,00 capaian realisasi adalah 170 orang sebesar 

Rp. 354.152.000,00 (88,54%) 

Sub kegiatan pada kegiatan ini adalah : 

a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya dengan indikator jumlah Pakaian 

Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya target 70 orang 

anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 capaian realisasi 

adalah 70 orang sebesar Rp. 97.461.000,00 (97,46%) 

b) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan 

indikator jumlah peserta Sosialisasi Peraturan 

Perundang-Undangan target 100 orang anggaran 

sebesar Rp. 300.000.000,00 capaian realisasi adalah 

100 orang sebesar Rp. 256.691.000,00 (85,33%) 

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indicator 

jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah target 12 

bulan dengan anggaran Rp. 324.209.303,00 capaian 

realisasi adalah 12 bulan sebesar Rp. 181.549.245,00 

(56,00%) 

Sub kegiatan pada kegiatan ini adalah : 

a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor dengan indicator jumlah Penyediaan 

Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor target 12 bulan dengan anggaran sebesar Rp. 

65.000.000,00 capaian realisasi adalah 12 bulan 

sebesar Rp. 52.918.383,00 (81,41%) 

b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan 

indicator jumlah Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor target 10 unit dengan anggaran 

Rp. 50.000.000,00 capaian realisasi adalah 10 unit 

sebesar Rp. 46.646.000,00 (93,29%) 
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c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan indicator 

jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor target 10 kali 

dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 capaian 

realisasi adalah 10 kali sebesar Rp. 9.237.500,00 

(92,38%) 

d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan 

indicator jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan target 5 unit dengan anggaran Rp. 

15.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 5 unit 

sebesar Rp. 12.823.500,00 (85,49%) 

e) Penyediaan Bahan/Material dengan indicator jumlah 

Penyediaan Bahan/Material target 1 unit dengan 

anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00 dan capaian 

realisasi adalah 1 unit sebesar Rp. 27.390.000,00 

(91.30%)  

f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD dengan indicator jumlah Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi target 235 kali dengan 

anggaran Rp. 154.209.303,00 dan capaian realisasi 56 

kali sebesar Rp. 32.533.862,00 (21,10%) 

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah dengan indicator jumlah Pengadaan 

Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah target 7 unit dengan anggaran sebesar Rp. 

80.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 7 unit sebesar 

Rp. 67.987.700.00 (84,98%) 

Sub kegiatan pada kegiatan ini adalah : 

a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan dengan indicator jumlah Pengadaan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan target 3 

unit dengan anggaran Rp. 60.000.000,00 dan capaian 

realisasi adalah 3 unit sebesar Rp. 48.869.700,00 

(81,45%) 

b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan 

indicator jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya target 4 unit dengan anggaran sebesar Rp. 

20.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 4 unit 

sebesar Rp. 19.118.000,00 (95,59%) 

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

dengan indicator jumlah Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah target 10 orang dengan 

anggaran sebesar Rp. 210.000.000,00 dan capaian 
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realisasi adalah 10 orang sebesar Rp. 164.110.640,00 

(78,15%) 

Sub kegiatan pada kegiatan ini adalah : 

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan indicator 

jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat target 1 orang 

dengan anggaran Rp. 65.000.000,00 dan capaian 

realisasi adalah 1 orang sebesar Rp. 39.966.840,00 

(61,49%) 

b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan 

indicator jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor target 9 orang dengan anggaran sebesar Rp. 

145.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 9 orang 

sebesar Rp.  124.143.800,00 (85,62%) 

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah dengan indicator jumlah 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah target 45 unit dengan anggaran 

sebesar Rp. 143.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 

45 unit sebesar Rp. 126.173.058,00 (88,23%)  

Sub kegiatan pada kegiatan ini adalah : 

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan 

dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan dengan indicator jumlah 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan 

dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan target 22 unit dengan 

anggaran Rp. 78.000.000,00 dan capaian realisasi 

adalah 22 unit sebesar Rp. 70.177.158,00 (89,97%) 

b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 

Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 

atau Lapangan dengan indicator jumlah Penyediaan 

Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan target 22 unit dengan anggaran sebesar Rp. 

28.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 21 unit 

sebesar Rp. 22.959.900,00 (82,00%) 

c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan 

indicator jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya target 26 kali dengan anggaran sebesar Rp. 

10.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 26 kali 

sebesar Rp. 9.870.000,00 (98,70%) 

d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan 
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indicator jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana 

dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya target I unit dengan anggaran sebesar Rp. 

27.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 1 unit 

sebesar Rp. 23.166.000,00 (85,80%) 

2. Program Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum (Per 

31 Desember 2021) 

Pencapaian kinerja Program Peningkatan ketenteraman dan 

ketertiban umum anggaran Rp. 4.481.000.000,00 realisasi 

sebesar Rp. 4.145.570.956,00 (92,51%) dengan Indicator 

adalah : 

- Persentase pelanggaran Perda yang tertangani dengan target 

90% realisasi 86,74% 

- Prosentase penanganan gangguan ketentraman dan 

ketertiban umum yang terselesaikan dengan target 90% 

realisasi 93,97% 

- Persentase anggota Satlinmas yang terlatih dengan target 

30% realisasi 28% 

Kegiatan pada program ini meliputi : 

a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan indicator 

jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota target 12 

bulan dengan anggaran Rp. 3.581.000.000,00 realisasi 

adalah 12 bulan sebesar Rp. 3.364.888.166,00 (93,97%) 

Sub kegiatan pada kegiatan ini adalah : 

a) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan 

dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan 

Pengawalan dengan indicator jumlah Pencegahan 

Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui 

Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, 

Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan target 

100 kali dengan anggaran sebesar Rp. 1.250.000.000,00 

dan capaian realisasi 98 kali sebesar Rp. 122.7864.840,00 

(98,23%) 

b) Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui 

Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan 

Massa dengan indicator jumlah Penindakan atas 

Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan 

Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa target 114 
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kali dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dan 

capaian realisasi adalah 110 kali sebesar Rp. 

966.421.300,00 (98,64%) 

c) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 

Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat 

Kabupaten/Kota dengan indicator jumlah peserta 

Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 

Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat 

Kabupaten/Kota target 180 orang dengan anggaran 

sebesar Rp. 250.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 

180 orang sebesar Rp. 173.478.826,00 (69,39%) 

d) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka 

Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indicator 

jumlah peserta Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat 

dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum target 

234 orang dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00 

dan capaian realisasi adalah 234 orang sebesar Rp. 

486.683.400,00 (97,34%)  

e) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja 

dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam 

Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 

dangan indicator jumlah peserta Peningkatan Kapasitas 

SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan 

Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang 

Bernuansa Hak Asasi Manusia target 70 orang dengan 

anggaran sebesar Rp. 381.000.000,00 dan capaian 

realisasi 70 orang sebesar Rp. 322.049.000,00 (84,53%)  

f) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik 

Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan 

Ketertiban Umum  dengan indicator jumlah Kerjasama 

antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan 

dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban 

Umum target 54 kali dengan anggaran sebesar Rp. 

100.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 54 kali 

sebesar Rp. 97.665.000,00 (97,67%) 

g) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 

Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indicator 

jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan 

Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum target 7 

unit dengan anggaran Rp. 100.000.000,00 dan capaian 

realisasi adalah 7 unit sebesar Rp. 90.725.800,00 

(90,73%)  
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b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan 

Bupati/Wali Kota dengan indicator jumlah Penegakan 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan 

Bupati/Wali Kota target 12 bulan dengan anggaran Rp. 

900.000.000,00 dan capaian relaisasi 12 bulan sebesar Rp. 

780.682.790,00 (86,74%) 

Sub kegiatan pada kegiatan ini adalah : 

a) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Bupati/Wali Kota dengan indicator jumlah Sosialisasi 

Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali 

Kota target 70 kali dengan anggaran Rp. 150.000.000,00 

dan capaian relaisasi adalah 51 kali sebesar Rp. 

91.406.940,00 (69,39%) 

b) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan 

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan 

indicator jumlah Pengawasan atas Kepatuhan terhadap 

Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali 

Kota target 100 kali dengan anggaran sebesar Rp. 

300.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 100 kali 

sebesar Rp. 149.999.850,00 (99,99%) 

c) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan 

Peraturan Bupati/Wali Kota dengan indicator jumlah 

Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan 

Peraturan Bupati/Wali Kota target 218 kali dengan 

anggaran sebesar Rp. 600.000.000,00 dan capaian realisasi 

201 kali sebesar Rp. 539.276.000,00 (89,88%) 

 

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Satuan Polisi 

Pamong Praja merupakan salah satu unsur pelaksana 

pemerintahan yang menyelenggarakan sub urusan 

ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan 

masyarakat, di mana sub urusan tersebut berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk ke dalam 

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan 

Pelayanan Dasar. Satpol PP Kabupaten Mojokerto sebagai 

aparatur pemerintah daerah melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto 
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SKPO Tahun

2019

Rcalisali
Renia

SKPD Tshun

2019

Tlngkst
Realisasi

(%)

Trrget Program

dan Kagiatrn

(R€nir SKPO

trhun 2021

Re.lir.ii
c.paian Program

dan KGgi.tan s/d
tahun

berj.lan
(Tahun 202'l )

UrusadBldang Uru.rn

Pomerintahan Daerrh dan

Program/Xcgiatan

indik tor

Kin.rja Progr.rn

(outcomeBY

KGgi.t n (out Puq

T..g.t Kincrje

C.pai.n Program

(Ranstra SKPD)

Tahun m20

8=(716) 9 10E(5+7+91 l!{10/4}1 2 3 1 6 6 7

.05.1 .05,03.02.45 Peralatan Kerja

,1.05.03.03 Program Peningkatan Disiplin

.05.1 .05.03.03.02 Pengadaan Pakaian dinas dan

.05.1.05.03.08 ram Peningkatan P€ngem-

Sistem Pelaporan Capai.

an Kineria dan Keuangan

.05.1.05.03.06.05 Penyusunan Rencana Tahunan

dan Laporan Kinerja

.05.03.05.03.15 Program Peningkatan keamanan

Kenyamanan Lingkungan

dilakukan

Jumlah peralatan kerja yang

dibutuhkan

Sepatu provost Pol PP

Topi

Helm provost Pol PP

% Kebutuhan perangkat daerah

Jumlah pakaian dinas dan

perlengkapan yang dibutuhkan

% Kebutuhan perangkat

daerah

Jumlah dokumen rencana

tahunan & laporan kinerja

SKPD yang disusun

- % penyelesaian pengamanan

unjuk rasa yg tertangani

- % penyelesaian kasus

pelanggaran Perda

- 7o Masyarakat/badan hukum

yang disosialisasi

- Ya aparat Pol PP / Satlinmas

yang mengikuti

pelatihan/pembinaan

- 7o Penyelesaian jumlah

95 buah 39 uniUbuah

1 5 buah

65 buah

1 5 buah

lOOo/o

70 stel

100%

5 dokumen 6 dokumen

100% 125o/o

100o/o 1A3o/o

55o/o 93o/o

2Ao/o 21%

100%

't00% 100o/o 100o/o 100%

288 stel 218 stel 218 stel 100%

100% 10Oo/o lOOo/o 100o/o

6 dok 6 dok 100%

39 uniU

buah

39 uniU

buah

100o/o

100o/o

100o/o

100o/o

'1000/o

121o/o

11Oo/o

68%

't00%

133o/o 100% 12'.1o/o

104o/o 100% 110%

85o/o 86% 68%

22% 22o/o 100%

lOOo/o 90o/o 89% 89o/o 89% 89o/o



tudr..n Rc.li..ri ClP.hn T.rlct
R.nrlr. SKPD

..d t hun b.rl.Lr

Trrget den RealBa.l klnerra
prooram dan Keolatan

T.hun lalu (n-2)

R.dl.!.i tritf,l

(:a)

Tirytrt

(%)

(I.hun 2021)

R.nh
SKm T.hun

20lt
201E

Trr!.t Xin.rj.

(R.nrlr. SKPDI

T.hun 2O2OXegi.t n {Od Put)

xooE
Uru.../EtLng Uru..n

P.m.rint h.n O.cr.t tLrn

Prcgr..{X.9lat n

10:(5+7+9) 1!=(10r1)8:(7/t)5 f631 2

05.1 05.031514 Operasional Pengamanan

Dalam

05.1.05.03.15.15 Operasional Pengawalan

pelanggaran K3

Jumlah pengamanan aset

daerah

Jumlah pergawalan dan peng-

amanan Pejabat Daerah /

Pejabat Negara

Jumlah kegiatan yang diikuli

terkait dengan Peningkatan

penyelesaian Pelanggaran K3

; Jumlah penyelidikan dan Penyi-

dikan pelanggaran Perda

Jumlah pemantauan & penye-

lesaian ketertiban wilayah

Jumlah penertiban PSK dan

penyakit masyarekat

Jumlah penyuluhan dan sosiali-

sasi Perda/Perkada di masya-

rakat /badan hukum

Jumlah penegakan dan persi-

dangan terhadap pelanggaran

.05.1.05.03.15.16

05.1.G5.03.1s.17 Operasional PPNS

Operasional Ketenfaman dan

Keterliban

05.1 05.03.15.19 Penerliban Pelanggaran Perda

05.1 05.m 15 20 Operaslonal Penertiban PSK

05 I 05 03 '15 22 Operasional Penyuluhan Perda

Jambore dan HUT Polisi Pamong

Praja

38 aset 38 aset 38 aset 100%

70 kali 60 kali 60 kali 60 kali 100%

3 kegiatan 2 keg 2 keg 2 keg 100%

12 kali 21 kali 120 ok 120 ok 100%

48 kali 67 kali 1000/.

38 kali 57 kali 40 kali 40 kali 100%

10 kali 9 kali 12 kali 12 kali 1000/.

50 kali 48 kali 50 kali 100o/o

100%

100%

100%

10oo/o

100%

100%

't000/o

100%

Operasional Penegakan Peraturan

Daerah

05 1.05.0315 24 27 kali 26 kali 27 kali 27 kali 100%

(Rcnj. 5KPD

t hun m2l
SKPDTahun

2019

9

.o5.1 .05.03.15.18

: Jumlah peneniban pelanggaran

Perda

107 kali

16 aset

67 kali

50 kali

10Oo/o



Perkiraan Realieasi Gapaian Targ€t
Rensta SKPD

s,d tahun berjalan

farget d8n Reallsasi kinerJa
program dan Kaglstan

Tahun lalu (n-2)

Tingket capaien

Reali3a8iArgct

Renstra
(%)

Target Program

dan Kogiatan

(Renjr SKPD

tshun 2021

Realitasi
Capaian Progrsm

dan Kegiat n trd
trhun

berjelan

(Tahun 2021)

Target Renja

SKPD Tahun

2019

Realisaai
Renia

SKPO Tahun

2019

Tingket
Reali8asi

(%)

KODE
Urucan/Bidong Uru.:n

Pemerintahsn Desah dan

Piogramrxcgi.t n

indlkrlor

Kinerja Program

(outcomesY

Kegi.tan (Out Putl

Targct Kinerje

Capaian Program

{Renstra SKPD)

Tahun 2020

Rcalbasi target

Kinerja H.3il

Program dan

KGluaran Kegiatan

B/d dengan t hun

2018
r1=(10t4110=(6+7+9)7 8=(7161 II 2 4 5 63

.05.1.05.03.15.25

daerah

1.05.03.15.28 Kesamaptaan

.05.1.05.03.15.33 Pemilu

.05.r.05.03.18 Program : Pemeliharaan Kan-

dan Pencegahan

Kriminal

.05"1.G5.03.16.03 pengembangan ke-

Aparat Pol PP dengan

TN|/Polri & Kejaksaan

.05.1.05.03.16.07 Penguatan Potensi Linmas

(Suskalak B)

1.05.03.16.08 Peningkatan Kapasitas SDM

dalam Penanggulang-

Peningkatan kapasitas aparat dalam

rangka pelaksanaan Siskamswakarsa

perundang-undangan daerah

Jumlah pengamanan

Pamswakarsa didaerah

Jumlah kegiatan yang diikuti

terkait dengan penyelesaian

pelanggaran Perda

Jumlah pengamanan Pilgub

di PPS dan PPK

: - o/o pengamanan unjuk rasa

yang tertangani

- % penyelesaian jumlah

pelanggaran K3

-o/o aparul Polisi PP /

Sadinmas yang terlatih

Jumlah kegiatan yang diikuti

terkait dengan peningkatan

penanganan pengamanan

unjuk rasa

: Jumlah Satlinmas yang mengi-

kuti Suskalak B

Jumlah Satlinmas yang mengi-

kuti pembinaan dan pelatihan

penanggulangan bencana

12 bulan 12 bulan

37 kali 35 kali 37 kali

322 PPS / PPK

100% 125o/o

1O0o/o 9oo/o 89%

20o/o 21% 22o/o

12 bulan 12 bulan 1O0o/o

37 kali lOOo/o

133o/o 100% 121%

9'.lo/o 89%

22o/o 100%

3 kali 3 kali 'l'o00/o

75 orang 100o/o

14 kali 3 kali

75 orang 75 orang 75 orang

1 80 orang 200 orang 200 orang 200 orang 100%

1O0o/o

lOOo/o

121%

89%

lOOo/o

lOOo/o

100%

100%

.05.1 .05.03.16.09

Bencana

Peran Saflinmas Jumlah Saflinmas yang mengi- 1 80 orang 304 orang 304 orang 304 orang lOOo/o 100%



Uru3arrBidam Uru.an

Pemerintahrn Daersh dan

ProgramrKegiatan

indikator

Kincrja Progrrm

(olJtcomcsY

Kcgiatan (Out Put)

Targct Kinerja

Capoian Program

{Rensra SKPD}

Tahun 2020

Realilosi taroet

Kinerj. Hasil

Program dan

Kcluaran Kegiatan

Brd dengan t hun

2018

T.rg€t dan Realisasl klneda
progr.m dafi K€glatan

Tahun hlu (n-2)

Target Program

den Kegietan

(Renja SKPO

tehun 2021

Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renske SKPD

rd 6hun berialrn

Target R€nja

SKPD Tahun

2019

Realieaci
Renia

sKPD Tahun

2019

Tingkat
Realitasi

(%)

Realir.si
Capaien Progrrm

dan Kegiat n r/d
t hun

be.j.lan
(Tahun 2021 )

Tingk.t capsl.n

Realbasi target

Ren3t'a

(%)

1 2 3 1 6 6 7 s=(2/6) 9 la=(!+7+9) 1 I =(10!l)

1 .05.1 .05,03.1 6.1 4

r,05.1.05.03.23

I .05.1 .05.03.23.01

Desa/Kelurahan dalam Pam-

Pembinaan dan Penyelenggaraan

Safl inmas Desa/Kelurahan

Pemberantasan Barang kena

cukai ilegal

Pengumpulan informasi rokok yang

tidak dilekati pita cukai di peredaran

atau tempat penjualan eceran

(sG cuKAr)

TAHUN 2021

kuti pembinaan Pamswakarsa

Jumlah Satlinmas yang mengi-

kuti pembinaan

: % p€nyelesaian jumlah pelanggaran

K3

Terlaksannya pemantauan

peredaran rokok ilegal

360 orang

90%

20 kali

91o/o

18 kali

90 orang

89%

20 kali

90 orang

89%

20 kali

100%

89o/o

100%

100o/o

89o/o

lOOo/o

07:01:01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Nilai SAKIP Perangkat Daerah 82,9 (A) 80,4 (A) 98%

7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

14 dokumen 0 dokumen 0o/o

7.01 .0'1.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

Jumlah Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah

8 dokumen 0 dokumen o%

7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

6 dokumen 0 dokumen 0o/o

7.01.0'.t.2.02 Administasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Administasi Keuangan
Perangkat Daerah

14 bulan 14 bulan 70%

7.01.01.2.42.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

14 bulan 14 bulan 7Oo/o

KODE



KODE
Ururan?ldeng Uru&n

Pemerintahan Daetah dan

ProgramJl(€gi.tan

indiketor

Kinerja Program

(outcom*Y

Kegi.t8n (Out Put)

Targ€t Kinerja

Capai.n Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2020

Rulislsi tsrg€t

Kinerj. Hasil

Program dan

KGluaran KGgiatan

B/d dengan tahun

2018

T.rget dan Reallsasl klncda
progrrm dan Keglatan

Tahun hlu (n-2)

Trrget Program

dan Kcgialtn

(Ranja SKPD

t hun 2021

Ferkiraan Realisasi Capaian Target
Renlba SKPD

s.d tahun berjalrn

Target Renja

SKPD Tahun

2019

RealisaBi

Renia

SKPD Tahun

2019

Tingk.t
R€alisssi

(%)

RealisaBi
Cepaian Program

dan Kegietan srd

tahun
berjalan

{Tahun 2021 }

Tingket capaien

Reeliiari target

Renstra

(%)

1 2 3 1 5 6 7 g=(7/6) 9 108(5+7+0) ir{r0/4)
7.01.01.2.05 Administasi Kepegawaian Perangkat

Daerah
Jumlah Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

70 orang 70 orang o%

7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Afribut
Kelengkapannya

Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Atribut Kelen gkapannya

70 orang 70 orang 0o/o

7.01.01.2.06 Administasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Umum Perangkat
Daerah

12 bulan 12 bulan 7Oo/o

7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen lnstalasi
ListiUPenerangan Bangunan Kantor

Jumlah Penyediaan Komponen
lnstalasi ListriUPenerangan Bangunan
Kantor

12 bulan 12 bulan 70%

7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

Jumlah Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

10 unit 10 unit '100/o

7.0't .01 .2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Penyediaan Bahan Logistik
Kantor

10 kali 10 kali 'loo%

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

Jumlah Penyediaan Barang Getakan
dan Penggandaan

1 paket 1 paket 100o/o

7.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Penyediaan Bahan/Material 1 paket 1 paket lOOo/o

7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Jumlah Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsuhasi SKPD

235 0H 54 0H 23o/o

7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

7 unit 7 unit 100%

7.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan

Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

3 unit 3 unit lOOo/o



,eftiraan Realisa3i Capaian Target

Ren!tra SKPO

s.d tahun

Targel dan Reallsasi klnerra

Fogram dan Keglatan

Tahun lalu (n'2)

TingketcaPaien

Realicasi targat

Renstra

(%)

-*o,i""", 
I

Canaian Proeram 
I

dan Kegiatan 8rd 
I

tahun
beri.lan

(Tahun 2021 I

Target Program

dan Kegiaten

(Rcnja SKPD

tahun 2021

Tingkat
Realicesi

(%)

KOD€

Target Renja

SKPD Tahun

2019

Ralise6i
Renia

SKPD Tahun

2019

Urucan/Bidang Ururan

Pemerintahen Daerah dan

Program/Xegiatan

Realbrtl ttrget

Kincrj. ll.3il

Program dan

Keluaran K€gialen

8ld dengrn tehun

2018

Kinerja Program

(Out Put)

TargGt Kinerja

G.paian Progrem

(Renstra SKPD)

Tehun 2020

.t | *(! 0lt1)
8={7A) II 72 5 63 1

4 unit4 unit7 .01 .01 .2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

110 orang10 orang7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Uru$an
Pemerintahan Daerah

Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

1 orangI orang7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

9 orang9 orang7.01.01.2.08,04 Penyediaan .tasa Peliyanan t.lnrurn fantor Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

- |OOV"45 unit45 unit7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

22 unit22 unit7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

Jumlah Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

unit22unll7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan3iaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

Jumlah Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

125 kali7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya

Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

unitI unit7.01 .01 .2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

:02

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN tertangani
yang

la=(t+7+9)

100%

100%

100o/o

100%

10}o/o



KOOE
UrusanBidang Urusan

Pemerintahan Drersh dan

Programrxegiat n

indikator

Kincrjs Program

(outcomc!Y

Kcgiatan (qrt Put)

Targat Kinerja

Crpai.n Progrem

(Renstr. SKPD)

Tahun 2020

Realis.si t rget

Kincrja Hasil

Program dan

Keluaran K.gietan

8/d dengan tehun

2018

Targat Oin neatisasi ttneqp
prognm dan Keglatan

Tahun lslu (n-2)

T.rget Program

dan Kcgiaten

(Rcnja SKPD

tehun 2021

Perkiraan Realisaei Capaien Targ.t
Renska SKPD

rd tahun berjalatr

Targot Renja

SKPD Tahun

2019

Ralisari
Renia

SKPD Tahun

2019

Tingk.t
Rlalberi

(%l

Reallsesi
Capeian Progran

dqn Kcgiatan srd
tahun

berjalan

(Tahun2021) 
l

Tingk.t capaian

Reali.asi tsrgct

R€nstra

(%) 
|

t 2 3 1 5 6 8=(7t6) I '10=(5+7+9) 1 I r(r 0/4)
Prosentase penanganan gangguan
ketenfaman dan ketertiban umum
yang terselesaikan

Persentase anggota Sadinmas yang
terlatih

90Yo

30o/o

92o/o

28%

67o/o

1Oo/o

7.U.42.2.0',1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Penanganan Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

236 kali 202kali 91o/o

7.01.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan
Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,
Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan
Pengawalan

Jumlah Pencegahan Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,
Pembinaan dan Penyuluhan,
Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan
Pengawalan

122klai 122klai 100%

.01.02.2.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman
dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda
dan Perkada melalui Penertiban dan
Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan
Massa

Jumlah Penindakan atas Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Berdasarkan Perda dan Perkada
melalui Penertiban dan Penanganan
Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

'l 14 kali 't02 I s2%

7.01.02.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman
dan Ketertiban Umum serta Perlindungan
Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

Jumlah peserta Koordinasi
Penyelenggaraan Ketentraman dan
Ketertiban Umum serta Perlindungan
Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

1 00 orang 1 00 orang 1O0o/o

7.01.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat
dalam rangka Ketenframan dan Ketertiban
Umum

Jumlah peserta Pemberdayaan
Perlindungan Masyarakat dalam rangka
Ketentraman dan Ketertiban Umum

234 orang 234 orang 100%

.01.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi
Pamongpraja dan Satuan Perlindungan
Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan
Tugas yang Bemuansa Hak Asasi Manusia

Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas
SDM Safuan Polisi Pamongpraja dan
Satuan Perlindungan Masyarakat
termasuk dalam Pelaksanaan Tugas
yang Bemuansa Hak Asasi Manusia

70 orang 70 orang 100%



L'l

KODE
UrurarrBidang Urusan

Pemerintahan Dserah dan

Programrxegirtan

indlkrlor

KinGrje Progr.m

{outcome8y

Kegietan (Out Put)

Target Nincrj.

C.pai.n Progrem

(Renltrr SKPD)

Tahun 2020

Realis.si tsrget

Kinerja Haeil

Program dan

Keluaran K€giatrn

srd dengan tahun

m1a

T.rgct dan Rcallsasi klneda
progr.m dan Kcglatan

T.hun hlu (n-2)

Trrget Program

dan Kagi.t n

(R.nja SXPD

tahun 2021

Pcrkiraan Realisasi C.pai.n Target
Rensbr SKPO

r.d t hun bctjalen

Targot Renja

SKPD Tahun

2019

Rcslisasi
Rcnia

SKPD Tahun

2019

Tingkat
Realisasi

(%t

Realita3i
Capaian Program

dan Kegiatan s/d
tahun

b€rjalan

{Tahun 2021 }

Tingket capai.n

Realisa3i ttrget

Renstra

tY"t

I 2 3 1 6 6 7 O={2,€) 9 10=(s$7+t) 11=110/4)

.u.42.2.01.07 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan
dalam Teknik Pencegahan dan
Penanganan Gangguan Ketentraman dan
Ketertiban Umum

Jumlah peserta Kerjasama antar
Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik
Pencegahan dan Penanganan
Gangguan Ketenhaman dan Ketertiban
Umum

70 orang 70 orang 100%

7.0'l .02.2.0r.08 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Ketentraman dan Ketertiban
Umum

Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Ketentraman
dan Ketertiban Umum

7 unit 7 unit 'to0vo

7.01.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota dan Peraturan BupatiMali
Kota

Jumlah Penegakan Perafuran Daerah
Kabupaten/Kota dan Peraturan
BupatMali Kota

388 kali 362 kali 90o/o

7.01 .02.2.01.01 Sosialisasi Penegakan Perafuran Daerah
dan Peraturan BupatiMali Kota

Jumlah Sosialisasi Penegakan
Perafuran Daerah dan Perafuran
BupatiM/ali Kota

70 kali 47 kali 600/o

7.01 .02.2.01.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap
Pelaksanaan Perafuran Daerah dan
Peraturan BupatiMali Kota

Jumlah Pengawasan atas Kepafuhan
terhadap Pelaksanaan Perafuran
Daerah dan Perafuran BupatM/ali Kota

'100 kali 100 kali lOOo/o

7.01 .02.2.0 t .03 Penanganan atas Pelanggaran Perafuran
Daerah dan Peraturan Bupat/Wali Kota

Jumlah Penanganan atas Pelanggaran
Peraturan Daerah dan Peraturan
BupatiMali Kota

218 kali 201 87o/o

KEPALA

Pebruari2022
PAMONG

Pembina ngkat I

NtP. 19790804 199810 1 001
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Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan dan 

Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 7 Tahun 

2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. 

Satpol PP merupakan unsur pembantu pemerintah daerah 

dalam penyelenggaraan urusan pengakan Perda, 

ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan 

masyarakat Sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut, Satuan 

Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto menetapkan visi 

dinas yakni “Menjadi Institusi Penegak Peraturan 

Perundangundangan Yang Profesional”. Dalam rangka 

mewujudkan visi tersebut, Satpol PP merumuskan misi : 

1. Mewujudkan Penegakan Peraturan Perundang-undangan 

yang Inovatif, Responsif, dan kompeten 

2. Mewujudkan kondusifitas masyarakat yang aman, 

nyaman dan tertib 

Tujuan dari perencanaan strategis sesuai dengan visi dan 

misi di atas yakni Meningkatkan ketaatan masyarakat 

terhadap Peraturan Daerah dan Perundang-undangan yang 

lain, dan Meningkatkan Ketentraman berbasis partisipasi 

masyarakat. Sesuai dengan rencana strategis (renstra) 2021-

2026, Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan sasaran : 

1. Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan 

ketenteraman masyarakat meningkat 

2. Partisipasi masyarakat dalam perlindungan masyarakat 

meningkat 

Di dalam melaksanakan visi dan misi tersebut, Satpol PP 

sebagai aparatur penegak Peraturan Daerah Kabupaten 

Mojokerto tidak akan dapat melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya secara optimal tanpa ada dukungan dan peran 

serta masyarakat Kabupaten Mojokerto dalam menjaga 

ketertiban dan ketentraman. Di dalam menyelenggarakan 

pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsinya di bidang Penegakan Perda, ketentraman dan 

ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Satpol PP 

Kabupaten Mojokerto menerapkan standar dan tolak ukur 
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kinerja yang ditentukan di dalam perencanaan strategis dan 

juga mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimal. Dasar 

hukum penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di 

Bidang Ketertiban adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di 

Kabupaten/Kota. Pengukuran hasil kinerja pelayanan Satpol 

PP ditentukan berdasarkan capaian indikator kinerja Satuan 

dimana telah ditentukan indikator sasaran dan program, 

rumusan penghitungan indikator kinerja kegiatan, target 

capaian di dalam rencana strategis dan juga capaian 

kinerjanya. 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi 

untuk Menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta menyelenggarakan 

Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Mojokerto, Satuan 

Polisi Pamong Praja semakin berperan aktif dan profesional 

dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan 

sebagai motivator.  

Disamping dinas teknis yang membidangi fungsi 

sosialisasi, pengawasan dan pelayanan masyarakat, masih 

tetap dibutuhkan instrumen pendukung dalam rangka 

menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah di 

Kabupaten Mojokerto. Instrumen dimaksud dibutuhkan 

karena berdasarkan data yang ada, jumlah tingkat 

pelanggaran terhadap Peraturan Daerah di Kabupaten 

Mojokerto menunjukkan angka variatif dan senantiasa 

fluktuatif dari tahun ke tahun. Instrumen pendukung 

dimaksud adalah pemberdayaan Satuan Polisi Pamong Praja, 

melalui usulan program, kegiatan dan anggaran tahun 2023. 

Dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimum 

(SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten dan 

Kota disebutkan bahwa salah satu target jenis pelayanan 

dasar yang  harus dicapai adalah Tingkat Penurunan 

Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) di 
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Kabupaten/Kota, di mana ditargetkan pada tahun 2020 

harus mencapai persentase 90%. Jenis pelayanan dasar ini 

merupakan domainnya Satuan  Polisi Pamong Praja. 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud 

dengan Penurunan Pelanggaran K3 (ketertiban, kebersihan 

dan keindahan) di Kabupaten/Kota adalah upaya 

mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang 

kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang telah 

ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak 

masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga 

keindahan. 

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara 

nasional itu langkah kegiatan yang perlu diambil  adalah : 

a. Melaksanakan pemantauan gangguan Tibumtranmas di 

jalan, tempat hiburan dan ruang umum; 

b. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung 

operasional Satuan Polisi Pamong Praja; 

c. Penyebarluasan informasi dan sistem tanggap 

pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran ketertiban, 

ketentraman dan keindahan; 

d. Pendidikan dan Pelatihan PPNS bagi aparat Satuan Polisi 

Pamong Praja; 

e. Melaksanakan penertiban dan monitoring dengan 

berkoordinasi bersama dinas terkait yang menyangkut 

penegakan Peraturan Daerah; 

f. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan terhadap 

anggota Satlinmas terkait dengan peningkatan kursus 

kader pelaksana, penanggulangan bencana dan 

Pamswakarsa. 

dan tentunya langkah kegiatan tersebut harus diimbangi 

dengan penyediaan anggaran yang cukup. Untuk lebih 

jelasnya Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Mojokerto tahun 2021 dapat dilihat pada 

tabel T-C.30 

 

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 

Dari hasil evaluasi pelaksanaan renja dan pencapaian kinerja 

Renstra SKPD, dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait 

dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD. 



Tabel T-C.30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MOJOKERTO

KEP

Pebruati 2022
LISI PAMON

o

A F TP
Pembina Tingkat I

NtP. 19790804 1998101 001

uo. INDIXATOR SPM / St ndar

N13lonal

Targ.t Rensta SKPO Proyelai
C.ttn
ArEllsl3

Tahun

(Tahun n-2)

Tahun

ahun

Tahun Tahun

n-'l

Trhun

I 3 t I 7 I 11 12 't3 11 15

1 Persentase pelanggaran Parda yang

t€rtangani

9Oo/o 90% 900k 9oo/o 90v. 80% 85% 90% 9OYo

2 Pros€ntase penangangn gangguan
ketentraman dan ketertiben umum yang

lers6lesaikan

90% 90% 9Oo/o 900/o 90% 82o/o 86% 900/0 90%

Persentase angSota Satlinmas yang

terlatih
3Oo/o 30vo 35% 4oo/o 45vo 32% 35% 35% 40%

okerto,
SATUAN P

UPATE

IKK Tahun
(Tahun n-l)

Tahun
fTrhun n-2)

Tahun
fTrhun n)
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1) Tugas Fungsi SKPD 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 

9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat 

Daerah Kabupaten Mojokerto, Satpol PP Kabupaten Mojokerto 

merupakan unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah 

di bidang Penegkan Perda, Ketenteraman, Ketertiban Umum 

dan Perlindungan Masyarakat. Satpol PP dipimpin oleh 

Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 7 Tahun 

2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, 

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi : 

a. Perumusan Kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang 

ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan 

masyarakat; 

b. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum 

bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta 

perlindungan masyarakat; 

c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan 

pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum 

serta perlindungan masyarakat; 

d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan 

bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta 

perlindungan masyarakat; 

e. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, 

kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; 

f. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan 

pelaporan bidang ketenteraman dan ketertiban umum 

serta perlindungan masyarakat; 

 

2) Permasalahan dan Isu Strategis 

Isu strategis merupakan kondisi yang bersifat penting, 

mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat 

kelembagaan yang jika tidak diantisipasi saat ini akan 

menimbulkan permasalahan di masa datang dan dapat 

menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan 
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masyarakat dalam jangka panjang. Dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya, Satpol PP tidak dapat terlepas dari 

permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman dan 

ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Pada 

hakekatnya, permasalahan ketentraman dan ketertiban 

umum serta perlindungan masyarakat tersebut merupakan 

kerjasama terpadu semua pihak, khususnya pemerintah dan 

masyarakat. Secara umum pemerintah telah memiliki 

program dari tahun ke tahun, sedangkan masyarakat 

memiliki aktivitas rutin dalam mengendalikan ketenteraman, 

ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Namun hal 

tersebut belum terintegrasi secara optimal, sehingga hasil 

yang diperoleh juga belum dapat sepenuhnya mengurangi 

pelanggaran perda. Faktor penurunan jumlah pos ronda 

akibat pengalihan status tanah di wilayah, masih belum 

optimalnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi 

mewujudkan kenteraman dan ketertiban umum, serta belum 

adanya sinergitas sistem keamanan lingkungan juga 

mempengaruhi kualitas siskamling di Kabupaten Mojokerto. 

Selain itu, tahapan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten 

Mojokerto masih dilakukan secara parsial karena belum 

adanya sistem informasi manajemen 

penegakan peraturan daerah (Simgakda) yang memungkinkan 

penegakan perda terlaksana secara efektif. Dalam rangka 

mewujudkan penyelesaian permasalahan tersebut, maka 

pada tahun 2020 Satpol PP Kabupaten Mojokerto terus 

berupaya melaksanakan komitmen dan selalu konsisten 

dalam menyelenggarakan kegiatan tematik yang 

pelaksanaannya telah dimulai dari tahun 2015 yakni 

“Gerakan Penyuluhan Perda”, dimana dalam kegiatan 

tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman, 

menanamkan kesadaran dan kepedulian kepada masyarakat 

akan pentingnya menaati peraturan daerah Kabupaten 

Mojokerto demi tercapainya ketertiban umum, ketenteraman 

dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Mojokerto yang 

sejatinya merupakan kebutuhan masyarakat itu sendiri. 
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Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah masih 

tingginya angka pelanggaran Perda Kabupaten Mojokerto 

yang terjadi di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa 

strategi penegakan pelanggaran perda yang secara rutin 

dilaksanakan oleh Satpol PP, baik secara represif non yustisi 

dan pro yustisi serta putusan pengadilan terhadap pelaku 

pelanggaran perda masih belum cukup mampu untuk 

menimbulkan efek jera dan efektif mengurangi angka 

pelanggaran perda. Dari permasalahanpermasalahan 

tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam rangka 

menciptakan stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan 

perlindungan masyarakat, selain membutuhkan kompetensi 

aparatur penegak peraturan perundang-undangan, dalam hal 

ini fungsi dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Mojokerto, juga diperlukan kontribusi, partisipasi 

dan dukungan semua unsur baik institusi terkait maupun 

dari segala komponen lapisan masyarakat. Oleh karena itulah 

maka isu strategis dalam bidang Penegakan Perda, 

ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan 

masyarakat yang secara tidak langsung dihadapi oleh Satuan 

Polisi Pamong Praja dapat dirumuskan “Perlunya Pemantapan 

Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat dalam Turut 

Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan 

Perlindungan Masyarakat yang didukung dengan sinergitas 

Institusi Penegak Peraturan Perundang-Undangan”. 

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Mojokerto : 

1. Masih belum optimal alat perlengkapan  pengamanan 

internal Satpol PP untuk penanganan unjuk rasa  

2. Masih lemahnya koordinasi dengan instansi terkait maupun 

dengan Polisi Pamong Praja yang bertugas di Kecamatan 

3. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Produk 

Hukum Daerah beserta ketentuan-ketentuan yang diatur 

didalamnya  

4. Masih kurangnya kesadaran sebagian masyarakat akan arti 

pentingnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban 
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5. Belum terwujudnya penegakan Peraturan Daerah secara 

optimal 

6. Belum optimalnya pelaksanaan penyelidikan, penyidikan 

dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah 

7. Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan, pengawasan 

dan pengendalian kegiatan-kegiatan masyarakat yang 

berpotensi menimbulkan gangguan ketentraman dan 

ketertiban dan pelanggaran Peraturan Daerah. 

Disamping itu ada permasalahan lain yang dihadapi Satpol 

PP antara lain : 

a. Kualitas SDM anggota Satpol PP dan PPNS masih kurang 

memadai; 

b. Kurangnya pemahaman sebagian anggota Satpol PP 

terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto; 

c. Masih kurangnya kesadaran dan ketaatan masyarakat 

terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; 

d. Sering terjadi konflik sosial dan provokasi yang memicu 

terjadinya unjuk rasa; 

e. Masih banyaknya kasus pelanggaran Peraturan Daerah / 

Peraturan Bupati antara lain : 

- PKL yang menempati ruang publik; 

- Penambang Galian Golongan C yang tidak memiliki 

ijin; 

- Tempat hiburan umum yang belum memiliki ijin; 

- Pemasangan reklame yang ditempatkan di ruang 

publik yang belum dilengkapi ijin; 

- Perusahaan yang belum memiliki dan melengkapi 

surat ijin usaha Perusahaan. 

f. Masih adanya PSK yang melakukan praktek secara liar di 

beberapa tempat di wilayah Kab. Mojokerto; 

g. Belum optimalnya penyelidikan, penyidikan dan 

penindakan terhadap pelanggaran Perda. 

h. Bencana alam yang sering terjadi dan tidak bisa 

diprediksi. 

i. Masih kurangnya jumlah anggota Satpol PP Kab. 

Mojokerto sehingga pelaksanaan tugas menjadi kurang 

optimal. 
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j. Minimnya pengetahuan anggota Satlinmas terhadap 

tugas-tugas sebagai petugas pengaman wilayah. 

 

3) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan 

SKPD : 

1. Keterbatasan jumlah SDM aparat ketertiban tidak 

sebanding dengan semakin meningkatnya obyek 

penegakan pelanggaran peraturan daerah. 

2. Kompetensi petugas dalam mengantisipasi permasalahan 

pelanggaran peraturan daerah diharapkan lebih optimal 

dari segi kreatifitas dan profesionalisme 

3. Optimalisasi operasional dan penindakan pelanggaran 

Peraturan Daerah secara preventif maupun represif. 

4. Memaksimalkan sanksi denda kepada para pelanggar. 

5. Optimalisasi strategi penegakan perda secara pre-emtif 

kepada masyarakat 

6. Optimalisasi sarana prasarana dan SDM yang ada secara 

profesional dan proporsional dalam pelaksanaan tugas 

penegakan Perda, operasional ketentraman dan ketertiban 

umum serta perlindungan masyarakat. 

7. Adanya komitmen Kepala Daerah dalam hal ketentraman 

dan ketertiban umum. 

8. Adanya dukungan moral dari tokoh masyarakat. 

9. Koordinasi antar instansi/lembaga terkait semakin 

mantap. 

 

4) Rekomendasi dan Catatan Strategis 

Berdasarkan analisis tugas pokok, fungsi, permalahan, isu 

strategis, hambatan, peluang dan tantangan yang dihadapi 

Satpol PP Kabupaten Mojokerto, maka dapat disusun 

rekomendasi dan catatan terkait dengan prioritas 

perencanaan kegiatan Satpol PP Kabupaten Mojokerto pada 

Tahun Anggaran 2022 : 

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto 

merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub 

urusan ketenteraman, ketertiban umum dan 

perlindungan masyarakat, di mana sub urusan tersebut 
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berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk 

ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan 

dengan Pelayanan Dasar. Satuan polisi pamong praja 

dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, 

menyelenggarakan Penegakan Perda, ketertiban umum 

dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan 

masyarakat. Oleh karena itu, Satpol PP Kabupaten 

Mojokerto selalu berkomitmen untuk mewujudkan 

amanat undang-undang tersebut melalui program dan 

kegiatan penegakan peraturan daerah baik secara yustisi 

maupun non yustisi dalam rangka mewujudkan 

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang 

memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, serta 

masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan 

tenteram, tertib, dan teratur. 

2. Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran 

serta berpedoman pada motto dinas yakni “Kabupaten 

Mojokerto Tertib Bersama Masyarakat”, Satuan Polisi 

Pamong Praja sebagai aparatur penegak Peraturan Daerah 

Kabupaten Mojokerto tidak akan dapat melaksanakan 

tugas dan fungsinya secara optimal tanpa ada dukungan 

dan peran serta masyarakat Kabupaten Mojokerto dalam 

menjaga ketertiban, ketentraman dan perlindungan 

masyarakat. Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja 

berupaya untuk menjadikan masyarakat bukan sebagai 

obyek kegiatan penegakan peraturan daerah tetapi juga 

dibutuhkan peran serta dan dukungan sebagai subyek 

penegakan peraturan. Penertiban dengan menggunakan 

pendekatan penegakan peraturan perundang-undangan 

tidak dapat dipandang semata-mata sebagai alat 

kekuasaan untuk mewujudkan stabilitas ketentraman 

dan ketertiban. Pendekatan ‘melayani dan melindungi” 

dapat menjadi model alternatif yang lebih humanis. 

Masyarakat harus diberi kesempatan untuk 

mengaktualisasikan dirinya dalam proses pemenuhan 

kebutuhan akan rasa tenteram dan tertib. Dalam rangka 
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mewujudkan hal tersebut, maka pada tahun 2022 Satpol 

PP menyelenggarakan optimalisasi kegiatan tematik 

“Penumbuhan Gerakan penyuluhan Perda”, dimana dalam 

kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan 

pemahaman, menanamkan kesadaran dan kepedulian 

serta memberdayakan masyarakat yang dapat mengubah 

pola sikap dan perilaku untuk selalu hidup teratur 

sehingga menumbuhkan rasa tenteram di lingkungan 

masyarakat. Dengan pelaksanaan prioritas program dan 

kegiatan tersebut, untuk selanjutnya diharapkan dapat 

memperbaiki kondisi umum daerah secara makro, 

diantaranya : 

a. Penyelesaian masalah ketentraman dan ketertiban 

umum yang berorientasi kearifan local 

b. Terjadinya proses penanaman nilai-nilai kemandirian, 

kedisiplinan, kepedulian, dan kebersamaan di 

masyarakat 

c. Keluhan masyarakat terkait gangguan ketentraman 

dan ketertiban umum dapat diminimalisir. 

d. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya 

peran serta dan pertisipasi dalam mewujudkan 

ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan 

masyarakat. 

e. Meningkatnya kredibilitas aparatur penegak Peraturan 

Perundang-undangan. 

f. Berkurangnya penyakit masyarakat (pekat). 

g. Berkurangnya pelanggaran peraturan daerah. 

Adapun kegiatan yang mendukung prioritas program dan 

kegiatan di atas, diantaranya adalah kegiatan : 

- Operasional PPNS; 

- Penertiban Pelanggaran Perda; 

- Operasional Penertiban Penyakit Masyarakat (PSK, 

Gepeng, Anjal); 

- Operasional Penyuluhan Perda; 

- Operasional Penegakan Perundang-undangan Daerah  

- Operasional Pengamanan Aset-aset Daerah; 

- Operasional Pengawalan; 

- Operasional Ketentraman dan Ketertiban; 
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- Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka 

Pemberantasan Siskamswakarsa di Daerah; 

- Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi 

Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan; 

- Penguatan potensi linmas (Suskalak B); 

- Peningkatan kapasitas SDM Satlinmas dalam 

penanggulangan bencana; 

- Optimalisasi peran Satlinmas Desa/Kelurahan dalam 

Pamswakarsa di daerah.  

- Pembinaan dan Penyelenggaraan Satlinmas 

Desa/Kelurahan. 

Menumbuhkembangkan kegiatan ketentraman dan 

ketertiban yang sudah terbangun selama ini adalah lebih 

banyak dalam bentuk kemitraan, peran serta masyarakat 

diharapkan lebih ditingkatkan lagi, melalui : 

A.   Peningkatan pelayanan masyarakat, dalam rangka 

mengantisipasi dinamika akselerasi reformasi yang 

demikian cepat sering bebenturan dalam memandang 

kewajiban selaku pengajar masyarakat, juga perlu dikaji 

lebih mendalam guna menyikapi berbagai opini dan 

benturan yang terjadi dalam pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat, disamping perlunya dibangun 

Satuan Polisi Pamong Praja  yang mahir, terampil, bersih 

dan berwibawa serta sebagai pelayan, pelindung, 

pengayom masyarakat. 

B. Pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan atau 

bimbingan tehnis dan pengawasan terhadap bentuk – 

bentuk pengawasan swakarsa sebagai pengemban fungsi 

Satuan Polisi Pamong Praja   yang memiliki kewenangan 

terbatas pada bidangnya masing – masing. Bentuk – 

bentuk pengawasan swakarsa ini diharapkan berperan 

aktif dalam mengantisipasi dan menanggulangi setiap 

gejala yang timbul dalam masyarakat dengan cara 

mencermati setiap gejala awal dan menemukan sinyal 

penyebabnya yang bersifat laten potensial pada 

sumbernya melalui upaya – upaya yang mengutamakan 

tindakan – tindakan pencegahan dan penangkalan. 

Usaha pencegahan atas timbulnya ancaman / gangguan 

keamanan dan ketertiban melalui kegiatan pengaturan 
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penjagaan, pengawasan dan Patroli serta kegiatan lain 

yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercipta 

lingkungan yang aman, tertib dan teratur. 

C. Kurangnya koordinasi sehingga upaya penegakan 

Peraturan Daerah yang dilakukan Satuan Polisi Pamong 

Praja dan tidak maksimal dalam memperoleh hasil yang 

diharapkan. Upaya dalam bentuk tindakan yang 

didasarkan menurut cara yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan  guna mencari serta mengumpulkan 

barang bukti atas pelanggaran peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku, dapat dilaksanakan  melalui 

tindakan TIPIRING bekerjasama dengan instansi terkait. 

Tujuan dari perencanaan strategis sesuai dengan visi dan 

misi di atas yakni Meningkatkan ketaatan masyarakat 

terhadap Peraturan Daerah dan Perundang-undangan yang 

lain, dan Meningkatkan Ketentraman berbasis partisipasi 

masyarakat. Sesuai dengan rencana strategis (renstra) 2021-

2026, Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan sasaran : 

1. Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan 

ketenteraman masyarakat meningkat 

2. Partisipasi masyarakat dalam perlindungan masyarakat 

meningkat 

Di dalam melaksanakan visi dan misi tersebut, Satpol PP 

sebagai aparatur penegak Peraturan Daerah Kabupaten 

Mojokerto tidak akan dapat melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya secara optimal tanpa ada dukungan dan peran 

serta masyarakat Kabupaten Mojokerto dalam menjaga 

ketertiban dan ketentraman. Di dalam menyelenggarakan 

pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsinya di bidang Penegakan Perda, ketentraman dan 

ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Satpol PP 

Kabupaten Mojokerto menerapkan standar dan tolak ukur 

kinerja yang ditentukan di dalam perencanaan strategis dan 

juga mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimal. Dasar 

hukum penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di 

Bidang Ketertiban adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
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Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di 

Kabupaten/Kota. Pengukuran hasil kinerja pelayanan Satpol 

PP ditentukan berdasarkan capaian indikator kinerja Satuan 

dimana telah ditentukan indikator sasaran dan program, 

rumusan penghitungan indikator kinerja kegiatan, target 

capaian di dalam rencana strategis dan juga capaian 

kinerjanya. 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi 

untuk Menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta menyelenggarakan 

Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Mojokerto, Satuan 

Polisi Pamong Praja semakin berperan aktif dan profesional 

dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan 

sebagai motivator.  

Disamping dinas teknis yang membidangi fungsi 

sosialisasi, pengawasan dan pelayanan masyarakat, masih 

tetap dibutuhkan instrumen pendukung dalam rangka 

menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah di 

Kabupaten Mojokerto. Instrumen dimaksud dibutuhkan 

karena berdasarkan data yang ada, jumlah tingkat 

pelanggaran terhadap Peraturan Daerah di Kabupaten 

Mojokerto menunjukkan angka variatif dan senantiasa 

fluktuatif dari tahun ke tahun. Instrumen pendukung 

dimaksud adalah pemberdayaan Satuan Polisi Pamong Praja, 

melalui usulan program, kegiatan dan anggaran tahun 2021. 

Dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimum 

(SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten dan 

Kota disebutkan bahwa salah satu target jenis pelayanan 

dasar yang  harus dicapai adalah Tingkat Penurunan 

Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) di 

Kabupaten/Kota, di mana ditargetkan pada tahun 2020 

harus mencapai persentase 90%. Jenis pelayanan dasar ini 

merupakan domainnya Satuan  Polisi Pamong Praja. 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud 

dengan Penurunan Pelanggaran K3 (ketertiban, kebersihan 
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dan keindahan) di Kabupaten/Kota adalah upaya 

mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang 

kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang telah 

ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak 

masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga 

keindahan. 

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara 

nasional itu langkah kegiatan yang perlu diambil  adalah : 

a. Melaksanakan pemantauan gangguan Tibumtranmas di 

jalan, tempat hiburan dan ruang umum; 

b. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung 

operasional Satuan Polisi Pamong Praja; 

c. Penyebarluasan informasi dan sistem tanggap 

pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran ketertiban, 

ketentraman dan keindahan; 

d. Pendidikan dan Pelatihan PPNS bagi aparat Satuan Polisi 

Pamong Praja; 

e. Melaksanakan penertiban dan monitoring dengan 

berkoordinasi bersama dinas terkait yang menyangkut 

penegakan Peraturan Daerah; 

f. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan terhadap 

anggota Satlinmas terkait dengan peningkatan kursus 

kader pelaksana, penanggulangan bencana dan 

Pamswakarsa. 

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 

Review ini meliputi kegiatan indentifikasi prioritas program 

dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, tolok 

ukur/target sasaran program dan kegiatan, serta pagu 

indikatif yang dialokasikan untuk setiap program kegiatan 

SKPD. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan dengan 

memperhatikan pagu anggaran APBD 2023, penentuan pagu 

indikatif program/kinerja di Satpol PP Kabupaten Mojokerto 

terdapat peningkatan anggaran dibandingkan dengan pagu 

indikatif anggaran menurut rancangan awal RKPD 

1. Peningkatan anggaran kegiatan pada Program AP dan 

program utama pada Satpol PP dikarenakan terdapat 

jumlah volume target capaian keluaran bertambah. Di 

samping itu dipengaruhi oleh penyesuaian standardisasi 

harga barang/jasa serta bertambahnya sarana dan 
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prasarana fasilitas fasilitas belanja modal serta 

pemeliharaan dan rehab sarana prasarana gedung kantor. 

Penambahan anggaran tersebut dalam rangka 

mendukung keberhasilan program teknis pada Satpol PP. 

2. Pada Program Program pemeliharaan kantrantibmas dan 

pencegahan tindak kriminal anggaran digunakan dalam 

rangka mendukung program dan kegiatan penyelesaian 

pelanggaran dan penegakan perda di wilayah Kabupaten 

Mojokerto secara yustisi maupun non yustisi. Anggaran 

Program ini juga diprioritaskan mendukung program 

pengamanan umum dan kegiatan pemkab, penataan 

kawasan Jalan dan troroar dari pedagang kaki lima serta 

pemantapan kewaspadaan dini masyarakat dalam rangka 

mewujudkan ketentraman dan keamanan wilayah. 

Anggaran program ini juda adanya kebutuhan anggaran 

kegiatan tematik “Gerakan penyuluhan Perda” serta 

pendukung peningkatan kesiapsiagaan penanganan 

ketentraman dan ketertiban. Selain itu juga untuk 

penguatan potensi masyarakat dalam rangka 

meminimalisir gangguan tramtibmas pada umumnya 

melalui pembinaan dan pemberdayaan petugas linmas. 

Berdasarkan pada evaluasi capaian kerja pembangunan 

Kabupaten Mojokerto tahun lalu beserta proyeksi pencapaian 

kinerja Tahun 2021, program indikatif di tahun 2022 yang 

bersifat lintas wilayah dan strategis dari RPJMD Kabupaten 

Mojokerto tahun 2021-2026, telaah tujuan dan tahapan 

pembangunan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Mojokerto 

Tahun 2005-2025, telaah arahan strategi pengembangan 

kewilayahan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2021-2026, 

telaah prioritas RPJMN 2021-2026, analisis isu-isu kebijakan 

nasional, platform Kepala Daerah terpilih dan dokumen 

Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2021-

2026 maka Tema RKPD Tahun 2023 adalah “Pengembangan 

SDM dalam rangka peningkatan pelayanan kemudahan 

usaha dan stimulasi penguatan sektor potensial.” Dari tema 

tersebut ditetapkan skala prioritas pembangunan Tahun 

2023 sebagai berikut : 
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1. Penguatan SDM di bidang pendidikan, kesehatan, dan 

penumbuhan wirausaha baru 

2. Penguatan usaha mikro berbasis potensi unggulan 

3. Pengembangan kawasan perdesaan 

4. Peningkatan infrastruktur 

5. Pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan 

Berdasarkan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam 

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 

Tahun 2022 dan Renstra SKPD, maka Satuan Polisi Pamong 

Praja mengajukan 8 program yang terdiri dari 34 Kegiatan. 

Dari usulan program kegiatan yang masuk ke dalam RKPD 

tentunya diharapkan bisa dilaksanakan semua dengan baik. 

Berikut tabel Daftar Program dan Kegiatan pada Tahun 2022 

yang merupakan Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 

Tahun 2022 Kabupaten Mojokerto. 

 

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Bagian ini merupakan hasil kajian terhadap 

program/kegiatan yang diusulkan para pemangku 

kepentingan melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan 

pembangunan (musrenbang) di wilayah kecamatan. Dari hasil 

penjaringan aspirasi masyarakat di forum musrenbang ini 

tidak terdapat usulan kegiatan baru yang diusulkan oleh 

masyarakat 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 

Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah 

Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5), pada Bab 

III Pasal 4 Butir e point 1 dinyatakan bahwa Satuan Polisi 

Pamong Praja melaksanakan fungsi sehingga sesuai dengan 

tupoksinya Satuan Polisi Pamong Praja tidak mengakomodir 

usulan Program dan Kegiatan masyarakat. 
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3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 

Dalam restra Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum 

(Ditjen PUM) pada Kementerian Dalam Negeri ada satu target 

terkait Satuan Polisi pamong Praja yang memerlukan dukungan 

provinsi dan Kabupaten/kota. Jumlah daerah yang ditingkatkan 

kapasitas kelembagaan Satpol PP sesuai peraturan perundang 

undangan yang diterget pada tahun 2014 sejumlah 33 provinsi, 

pada kenyataannya masih banyak provinsi yang kapasitas 

kelembagaannya Satpol PP belum sesuai perundangan yang 

berlaku termasuk juga kabupaten/kota masih banyak 

kelembagaannya Satpol PP belum sesuai ketentuan perundangan 

yang berlaku.  

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi 

tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja 

pelaksanaan pembangunan OPD, diperlukan penetapan indikator 

kinerja  dalam bentuk penetapan indikator kinerja program 

pembangunan OPD. Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur 

untuk mengukur kinerja organisasi maka indikator kinerja 

program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi 

kriteria sebagai berikut :  

PROGAMKapasi
tasMa 

INDIKATOR 
PROGRAM 

 

FORMULA PENGUKURAN 
 

 

Program 

peningkatan 

ketenteraman 

dan ketertiban 

umum 

 

 

 

1. Persentase 

pelanggaran 

perda yang 

tertangani    
 

2. Prosentase 

penanganan 

gangguan 

ketentraman 

 

Jumlah pelanggaran perda yang tertangani  x 100% 
Jumlah pelanggaran perda yang dilaporkan masyarakat atau yang 

teridentifikasi  

 
 

 
Jumlah gangguan tramtibum yang terselesaikan x 100% 

Jumlah gangguan tramtibum yang dilakukan oleh 
kelompok/golongan masyarakat 

 
 

 

BAB III 

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN 

KEGIATAN 
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 dan ketertiban 

umum yang 

terselesaikan  

 

3. Persentase 

anggota 

Satlinmas yang 

terlatih  

 

 
 
 
 
 
 

Jumlah anggota Satlinmas yang terlatih x 100% 

Jumlah Anggota Satlinmas se Kabupaten Mojokerto 
 

 

Dalam rangka mewujudkan pencapaian pembangunan 

diperlukan fokus dan prioritas penanganan permasalahan yang 

spesifik dan mendasar. Penyusunan prioritas pembangunan 

mempertimbangkan prioritas dan sasaran pembangunan nasional 

serta menyinergikan dengan rencana pembangunan Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur. Prioritas pembangunan pada RKPD 2023 

disusun dengan mendasarkan dan memperhatikan pada tema dan 

prioritas pembangunan nasional dan Pemerintah Provinsi Jatim, 

yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat dan daerah dalam 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. 

Memperhatikan prioritas pembangunan Kabupaten 

Mojokerto untuk Tahun 2022, Satpol PP sebagai aparatur penegak 

peraturan perundang-undangan mengampu prioritas 

pembangunan dalam bidang Kinerja Aparatur dan Birokrasi. Hal 

tersebut sesuai dengan visi Satpol PP Kabupaten Mojokerto yakni 

menjadi institusi penegak peraturan perundangundangan yang 

profesional. Dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang disebutkan bahwa 

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur 

pelaksana pemerintahan yang melaksanakan urusan wajib 

pelayanan dasar di bidang ketentraman, ketertiban umum dan 

perlindungan masyarakat. 

 

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 

Visi Misi Kabupaten Mojokerto sebagaimana  tertuang 

dalam RPJMD 2021-2026,  sedang Visi dan Misi Satuan 

Pomang Praja mendukung dari Visi dan Misi Kepala Daerah.  

Visi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu “Terwujudnya 

Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang mandiri, sejahtera 

dan bermartabat melalui penguatan dan pengembangan basis 
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perekonomian, pendidikan serta kesehatan” sedangkan Misi 

yaitu Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan 

serta peningkatan pemberian pelayanan prima di semua 

sektor bagi masyarakat yang merupakan implementasi dari 

Misi Kepala Daerah Nomor tujuh. Dalam rangka turut 

mendukung pelaksanaan Visi Misi tersebut sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsi Satpol PP yaitu menyelenggarakan 

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menegakkan 

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta 

melaksanakan perlindungan masyarakat,  maka Satuan Polisi 

Pamong Praja menetapkan tujuan dan sasaran sebagai 

berikut : 

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan 

tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya 

sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan misi 

menetapkan tujuan sebagai berikut : “Meningkatnya 

Kualitas Keimanan dan ketakwaan Masyarakat” sedangkan 

indikator tujuan adalah Persentase Indeks Kerukunan Umat 

Beragama (IKUB). 

Penjabaran Tujuan tersebut adalah : 

1) Mewujudkan peningkatan Kualitas Keimanan dan 

ketakwaan Masyarakat dan profesional aparat dalam 

pelaksanaan tugas sehingga berdampak pada peningkatan 

kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan 

khususnya urusan ketentraman, ketertiban umum dan 

perlindungan masyarakat. 

Agar tercapainya suatu  tujuan maka Satuan Polisi 

Pamong Praja menetapkan Sasaran yaitu :   

Meningkatnya penanganan konflik keagamaan dan 

memperkuat kerangka regulasi bagi kerukunan dengan 

indicator sasaran Persentase penurunan pelanggaran Perda. 

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-

isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP 

Kabupaten Mojokerto. 

Penjabaran Sasaran tersebut adalah : 
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1) Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran untuk 

mendukung terciptanya profesionalitas dan 

proporsionalitas kerja pegawai 

2) Terwujudnya peningkatan penyelesaian permasalahan 

dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah 

Kabupaten Mojokerto secara pre-emtif, preventif dan 

represif Non Yustisi maupun secara represif Pro Yustisi 

3) Terwujudnya pengendalian dan pengawasan di bidang 

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 

4) Terwujudnya peningkatan profesionalitas dan 

proporsionalitas kerja pegawai 

5) Terpenuhinya perlindungan masyarakat 

 

3.3 Program dan Kegiatan 

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan 

indikator sasaran sebagai tolok ukur keberhasilannya, maka 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto menetapkan 

program operasional, kegiatan dan sub kegiatan pokok organisasi.  

Secara garis besar program-program operasional tersebut dapat 

diuraikan berdasarkan orientasi misi sebagai berikut : 

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 
dengan kegiatan indikatif : 

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

 

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan kegiatan indikatif : 

a. Penyediaan Gaji danTunjangan ASN 
 

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan kegiatan indikatif  

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 

b. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 

 

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan kegiatan indikatif : 

a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

d. Penyediaan Bahan/Material 

e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

 

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

dengan kegiatan indikatif : 

a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 
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6.  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 

kegiatan indikatif : 

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan  Listrik 

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

 

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah dengan kegiatan indikatif : 

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

 

8. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 

(satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan indikatif : 

a. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui 

Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan 

Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 

b. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan 

Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 

c. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta 

Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 

d. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

e. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan 

Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang 

Bernuansa Hak Asasi Manusia 

f. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan 

Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 

g. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

 

9. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan 

Bupati/Wali Kotadengan kegiatan indikatif : 

a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 

b. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah 

dan Peraturan Bupati/Wali Kota 

c. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan 

Bupati/Wali Kota 

 

Secara terinci, Usulan Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, 

Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong 
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Tabel T.G. 3t
REVIEV TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023

KABUPATEN MOJOKERTO

NAMA PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRA.,A

o.

Ranongrn Awll RKPD HASIL ANALI9A KEBUTUHA]I

ProgEm, K.gl.itn , Sub
Kaghbn

lok!31 lndlkltor Klrcrr!
Targct

C.p.lrn
Kln€da

Pagu lndll.tf(Rp) Progrtm, X.ehtln / sub
Kcgldln lokral lndlk.tor Kneir.

T!llot
Crp.l.n
Klmrlr

Pagu lndltltr (Rp)

1 2 3 5 6 7 I l0 11 12

srtuan Polbl Prmong Pnl, 't2.937.52E.338,00 S.turn PolLl Prmong Pr.l! 12.937.528.33E,00

PROGRA PEI{UI{JAT{G
URUSAII PE ERINTAHA
DAERAH KABUPATEN'KOTA

s.tpol PP NlLl SAKIP P.rrngkat DDrrh
dln Jumhh lnovltl ylng
tgdntarnrlllall dln
taltotlalltral tcdr
bcri.lrnlutln

83,a (A)
d.n I

lnov!!l

8.50.4.52E.338,00 PROGRA PEI{U JANG
URUSAt{ PEXERINTAHA
DAERAH KABU PATEN/KOTA

Sstpol PP Ill.l SAXIP Perlngklt D&rah
dln Jumhh lnov.tl yang
tarlntgm!llaatl dan
tedoalllaatl tcit!
b.rk.lrnlut!n

E3,,. (A) d.n
I lnovarl

E.50,a.528.338,00

Porncanun, Pan0anggtrrn,
dan Evalutal Klmilr
Por.ngl( Dlcrrh

gltpol PP Jumlrh P3ian{narn,
Pgngarggarrn, drn Evrluttl
Xlmda P.r'nok.t Dlcr.h

12 bulan {5.000.000,00 Porenclnarn, Pangugg!rln,
dtn Evrlutrl Klnerra Partngklt
Dlarrh

S.tpol PP Jumbh Pellnctman,
P.ng.ngguln, dan Evlluaal
Xln.d. P.r.nokal Dmnh

t2 bulln t5.000.000,00

1 Penyusunan Dokumen
P€r€nctnaan Parangksl Daerah

Satpol PP Jumlah Ookuman Perenc€nean
Perangk8t Dsgrah

2 dokumen 7.500.000,00 Penyusunan Ookumgn
Perencanaan Perangkat Oaerah

Satpol PP Jumlrh Dokumen Pgrencanaan
P.ran0ket Da6rah

2 dokumen 7.500.000,00

2 Evaluasl KlnorJa Persngkat
Daerah

Satpol PP Jumlah Laporan Evaluall
Klner,a Porangkat Daerah

7 laporan 7.500.000,00 Evalus8l KnsrJa Psrangkst
Daorah

Satpol PP Jumlah Lapo€n Evalussl
Klnerja Perangkai Daerah

7 laporan 7.500.000.00

AdmlnLlrarl Kaurng[n
Ponngklt Orofrh

Sltpol PP Juml.h Admlnbtntl
Kculngrn Pgrtngkat Dl.rlh

70 orang 7.5t9.528.3t8,00 AdmlnLtratl Kau!nean
P.nnght D|orlh

Sltpol PP Jumhh Admlnbtaal
Kcurngrn Panogkrt Dacnh

70 orang 7.559.528.338,00

3 Penysdlaan GEll den Tuniangan
ASN

Satpol PP Jumlah Or8ng ysng Monerima
GaJl dan Tunjsngan ASN

70 orsng 7.559.528.338.00 PenyEdlaan Gajl dan Tunjangan
ASN

Sstpol PP Jumlsh Orang yang Msnerima
GaJl dan Tunjangan ASN

70 orang 7.5s9.s28.338,00

Admlnlttr.ll Kcpegawalrn
Peraogkrt Dacrlh

Satpol PP JumLh Admlnbtrul
Kepogaullrn Pe6ngkrt
Daorah

170 or.ng 200.000.000,00 Admlnbtru!l Xepcglw!hn
Parrngkrt t aearh

Satpol PP Jumhh Admlnbtrtrl
Kcpcglwlltn Pgr.ngkd
Oaarah

170 orlng 200.000.000,00

4 Pengadaan Pakalan olnas
Bes€tu Atribut Kelengkspsnnya

Satpol PP Jumlah Paket Pskalan Dtnag
beserta Atribut K€lengk6pan

1 paket 200.000.000,00 Pengadaan Pakalan Dinas
Beserta Atribut Kelengkapannya

Sstpol PP Jumlah Paket Pakalan Dinas
beserta Atribut Kelengkapan

1 pakel 200.000.000,00

5 Sosialisa8l PeoturEn
Perundang-Undangan

Satpol PP Jumleh Orang yang Menglkutl
So3lallsEsl Psraturan
Perundsno-Undangan

100 or8ng 0,00 Soslall8asl Persturan Perund8ng.
Undangan

Satpol PP Jumlah Or6n9 yarE Menglku!
So3lallEasi Peraturan
Perundang-Undangan

't00 orang 0,00

Admlnlttrlsl Umum
Por.nel.t Dsr.h

Satpol PP Juml.h AdmlnLtrr3l t mum
Perlnglll Drarrh

12 bulan 350.000.000,00 Admlnlstraal Umum Perangkat
Daorah

Satpol PP JumLh Admlnlrtrt!l Umum
Penngkrt D.er.h

12 bulsn 350.000.000,00

6 Penyedlaan Komponen lnstalasi
ListrlldPenerangan Bangunan

Satpol PP Jumlsh Laporan Penyediaan
Jasa Komunlkasi, Sumb€r

l2 laporan 65.000.000.00 P6nyedla6n Komponen lnstalasl
Ll8triuPenerangan Bangunan

Satpol PP JumlEh Laporan Penyediaan
Jaga Komunlkasl. Sumber

'i2 laporan 65.000.000,00

7 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Satpol PP Jumlah Paket Peralstan dan
Perlengkapan Kanlor yang

20 paket 80.000.000.00 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Satpol PP Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang

20 paket 80.000.000.00

8 Penyedisan Bahan Logistik
)Gntor

Satpol PP Jumlah Paket Bah8n Logistlk
Kantor yang Dbedlskan

10 paket 10.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik
Kanlor

Satpol PP Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Dlsediskan

10 pakel 10.000.000.00

Cr8trn
Pon0ng



Rancangan Awal RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAI{
Catatan
Pentlng

Pagu lndlk tf (RP)
Target

Capalan
Klnerla

No.
lokasl lndlkator KlnerlaProgram, Keglattn, Sub

Keglatan
lokael lndlkator Klnerla

Telget
Capalan
Klnerrr

Pagu lndlkatlf (Rp) Program, Koglatan, gub

Kegletan

12,t0 l11 2 3 I 7 85
1 paketI Setpol PP Jumlah Paket Barang Cetakan

dan Penggandaan yang
Penyedlaan Barang Cetakan
dan Penggandaan

Satpol PP Jumlah Paket Barang Cetakan
dan Penggandaan yang

1 paket 15.000,000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

1 paket10 Satpol PP .lunrtah Paket Bahan/Materlal
yang Disediakan

Penyediaan Bahan/Material Satpol PP Jumlah Paket Bahan/Material
ysng Disediakan

1 paket 30.000.000,00 Penyediaan Bahan/Material

12 laporan11 Satpol PP Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Repat
Koordinasl dan Konsultasl

Pen)relenggaraan RaPat
Koordlnasl dan Konsulta8l
SKPD

Satpol PP Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordlnasi dan Konsultasi

l2laporan 150.000.000,00 Penyelenggaraan Rapat
Koordlnasi dan Konsultasi SKPD

7 unltSatpol PP Jumlah Pongadaan Brrang
Mlllk Dqerah Penunlang
Ururan Pemerlntth Daerah

Pengadaan Berrng illllk
Daerah Penunlang Ururan
Pemerlntah Daerah

Satpol PP Jumlah Pengadaan Barang
Mlllk Daerah PenunJang
Urugan Pemerlntah Daereh

7 unlt 30.000.000,00 Pengadean Barang Mlllk
Daerah Penunlang Ururan
Pemerlntah Daerah

20 unlt13 Pengadaan Mebel Satpol PP Jumlah Paket Mebel yang
Disedlakan

Satpol PP Jumlah Paket Mebel yang
Dleedlakan

20 unit 30.000.000,00 Pengadaan Mebel

t2 laporanJumhh Penyedlatn Jasl
Pcnunleng Ururan
Pemerlntahan Dacnh

Penyedlaan Jrla Penun ang
Ururan Pemerlntahen Deerth

grtpol PP Jumlah Pcnycdlaen Jtta
Penunlang Urulrn
Pemerlntrhen Daenh

'l2laporan 175.000.000,00 Penyedlaan Jaca Penunlang
Ururan Pemerlntahan Drerah

$atpol PP

112 laporan14 Satpol PP .tunrten Laporan Pony€diean
Jasa Pelayanan Umum Kentor

Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

Satpol PP Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum Kantor

12laporan 175,000,000,00 Penyedlaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

112 bulanSatpol PP Jumlah Pemellharstn Banng
lrllllk Daerah Penunlang
Urutln Pemerlntahln Drerah

Pemellhtruen Brrung tllllk
Daorah Penunlang Ururan
Pemerlntahrn Daenh

Satpol PP Jumhh Pemellharasn Barung
illlllk Oaerrh Penunlang
Ururan Pomerlntahen Daerah

l2 bulan 175.000.000,00 Pemellhrarn Bar.ng illllk
Drerah Penunlang Urucan
Pemerlntehan Daerth

22 unit16 Satpol PP Jumlah Kendaraan Dinag
Operaslonal atau Lapangan
yang Dipellhara dan dlbayarkan
PaJak

dan Perlzinannya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dlnag
Operasional atau Lapangan

Satpol PP Jumlah Kendaraan Dlnas
Operasional atau Lapangan
yang Dlpelihara dan dlbayarkan
PaJak

dan Perizlnannya

22 unll 125.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Bleya Pemellharaan, PaJak, dan
Perizlnan Kendaraan Dinas
Operaslonal atau Lapangan

'l unlt17 Satpol PP Jumlsh Sarana dan Prasarane
Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya yang Dipelihars/
Dlrehabilitas

Pemeliharaan/Rehabllitasl
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lalnnya

Satpol PP Jumlah Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya yang Dipelihara/
Dlrehabilitas

1 unlt 't5.000,000,00 Pemellharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

I unltJumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya
yang Dipelihera/Direhabilita8l

18 Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Praearana Gedung
Kantor atau Banguhan Lainnya

Satpol PP Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunen Lalnnya
yang Dlpellhara/Dlrehabilltasi

I unit 35.000.000,00 Pemeliharaan/RehabiliteBl
Sarana dan Prasarane Gedung
Kanlor atau Bangunan Lalnnya

Satpol PP

9o%,90%
dan 30%

Satpol PP Potrontase peanggal.
Perdr yeng tortangenl'
Pgrsgntrse ponangtnan
gangguen ketentraman den
ketertlbtn umum yang
tepelealkan dan Percentase
anggota Satllnmas Yang
teilatlh

PROGRAM PENII{GKATAN
KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAI UMUM

Satpol PP PoBentese peanggarrn
Perda yang tertanganl,
PoEentrse penang[mn
gangguan ketentraman drn
kotertlban umum yang
terselesalkan dan poruentasg
anggota Satllnmaa yang
terlatlh

90%' 90/o
dan 30%

4.433.000.000,00 PROGRAiI PENINGXATAN
KETENTERAMAN DAN
KETERNBAN UtUIUilI

,l

150.000.000,00

30,000.000,o0

I
i



No.

Rrnclngsn Awll RKPD HASIL ANALIgA KEBUTUHAII
Catatan
PentlngProgEm, f..d{rn, Sub

Kcgbtan
lokaal hdlkator Klner,!

T.l!.t
Capabn
Klnodr

Pagu lndlkrtlt (Rp) ProgEm/Koghtan/Sub
Koght n

lokaal lndlkator Klnor,.
Target

Crp.hn
Klned.

Pagu lndlkltll (Rp)

I 2 3 5 6 7 E 10 ,t,r 12

Ponlnglnu Glngguln
Katgntgramrn dtn Katertlban
umum d.lam I (trtu) Dr.6h
lobupltadKot!

Srtpol PP Jumhh Penlngan!n
Glnggutn Kotantorlman dln
Kst dlb.n Umum dalrm ,
(!ttu) Drarah

12 bul.n 3.,t70.000.000,00 Pon!nglnan Gtnegurn
Kgtortterlmln dlr Kgtertlbln
Umum dal.m I (utu) oaerrh
Krbuprton Kotr

Sstpol PP Jumlth Pcn!nganrn
Grnggurn Ketanbramrn dan
X.tortlbrn Umum dal.m I
(artu) D!.nh

12 bulan 3.,470.000.000,00

19 Pen@gahan Gsngguan
Ketenteraman dan Ketedlban
Umum melalui D6tekl Dlnl dsn
Cegah Oini, Pemblnssn dan
P€nyuluhan, PglaksanEsn
Pstroll, Pengamanan, dan
Pengswalan

Satpol PP Jumlah Kasu8 Gsngguan
Ketenteraman dan Ketertlban
Umum yang Dicegah Melalui
Dct€ksi Dinl dan Cegah oinl,
Pemblnaan dan Penwluhan,
Pelaksanasn Patroll.
Pengamanan, dan Pengaw8lan

120 kssus 't .300.000.000.00 Pencegahan Gangguan
Kstenteraman dan Ketsrtlban
Umum mslalul Dstekl Dlni dan
Cegah Dlnl, Pemblnaan dan
Ponyuluhan, Pslaksgnaan
Pstroli, P€ngamanan, dan
Pengawalan

Satpol PP Jumlah Kasus GarEguan
Ketent€r8man dan Ket€diban
Umum yang Dlcegah Melalui
Deteksi Olni dan C€gah Dinl,
Pembin6an dan Penyuluhan,
Pelskanaan Pstroll,
Psngamanan, dan Pengawalan

120 kagug 1.300.000.000,00

20 Penindakan atas GEngguan
KetenterEman dan Ket€diban
Umum Berda8Srkan Psrds dan
Perkads mslalul Panortlban dan
Penanganan Unjuk Ra88 dan
Kerusuhan Ma88a

SatpolPP Jumlah Kasus Gangguan
Ketonteraman dan Ket€rtlban
umum bord68erk8n PErda dan
Psrkada Melalul Ponertlb8n
den Penanganan Uniuk Rssa
dan Kgrusuhan Ma33a yang
Dllakukan Psnlndakan

'184 kasug 850.000.000,00 P6nlndekan alas Gangguan
Krtentgraman dan Kstgrtlbsn
Umum B6rda3ark6n P6rda dan
Porkada malalul Penertlban dan
Psnanganan Un uk Rasa dan
KeruSuhan Mas8a

Satpol PP Jumlah KaBuS Gangguan
Ket€nt€rsman dan Kst€rtlban
Umum berda8artan Perd6 dan
Perkada Molalul P.nortlban
dtn Penanggnan Unluk Ra36
dan Keru8uhan Masla yang
Dllakuksn Penlndskan

184 kasus 850.000.000,00

21 Koodina8l Penyalenggaraan
Ketentreman dan Kelertlban
umum 89rta Pe.jlndunosn
Masy8rakst Tlngkat
Kabupat6rvKola

Satpol PP Jumlsh Ookumen Hasil
Pelakganaan Koordinasl
PEnyelenggeraan
Ketentoraman, Ketertiban
Umum dan Perllndungan
Mssyarskst Tlngkat
Kabupaton/Kota

1 dokumen 250.000.000,00 Koordina!l PerryglerEgsrasn
Kolenhamen den Kat€dlben
Umum rada Porllndungsn
Maryarakst Tlngkat
Kabupatcn/Kota

Satpol PP Jumlah Ookumon Hasll
Polaksanaan Koordlnasl
Pgnyelcnggaraan
Ketanteraman, Keterliban
Umum dan Pedindungan
Masyarak8t Tlngkat
KabupatervKota

1 dokumen 250.000.000,00

22 Pemberdayaan Psrllndungan
Masyarakat dalam rangka
Ketsntrsman dan Kotertlban
Umum

Satpol PP Jumlah Dokumen ysng Memuat
Ha!ll Pemberdlyaan
P6rllMungsn Ma8yarakat
dalam
rangka Ketenteraman d8n
Ketertlban Umum

2 dokumen 300.000.000.00 Psmb€rdEyaan Perllndungan
Ma8yarakat delam rangka
Kctontramsn dan KstErtlbSn
Umum

Satpol PP Jumlah Dokumen ysng Memuat
Ha8il Pembcrdayaan
Perllndungan Ma8yarskat
d8lam
rsngka Kotenteraman dan
Kctertiban tJmum

2 dokumen 300.000.000,00

Peningkatan Kapasitas SDM
Satuan Polisl Pamongpraja dan
Satuan Perlindungan
Masyaraket tgrmasuk dalam
Pelaksanaan TugaE yang
Bemuansa Hak A8a8l Manusis

Satpol PP Jumlah SDM Satuan Polisi
Pamongpraja dan Sstuan
Perlindung8n Mesyarakat yang
Dltlngkatken Kap$ltasanya

380 orang 600.000.000,00 Peningkst8n Kap88ita8 SDM
Satuan Polisi Pamongpraja dan
SEluan Perlindungan Mssyarakst
lermaguk dalam Pelaksanaan
Tugas yang Bomuansa Hak
Asasl Manusia

Satpol PP Jumlah SOM Satuan Polbl
Pamongpraja dan Satuan
Pedlndungan Masyarakat yEng
Dltlngkstksn Kapasltasanya

380 orang 600.000.000,00

26 Kerjasama antar Lembaga dan
Kemitraan dElam Teknik
Pencegahsn dan Penanganan
Ganggusn Ketentraman dan
Ketertiban Llmum

Satpol PP Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Kerja Ssma
antar Lembaga dan Kemltraan
dalam Teknik Penc€gahan
Kejahatan

1 dokumen 100.000.000.00 Kerjasama antar Lemb8ga d8n
Kemltraan dalam Teknlk
Pencegahan dan Penanganan
Gangguan Ketenk8man dan
Ketertlban Umum

Satpol PP Jumlah Dokumen Hasil
Polak8Snaan KerJa Sama
antar Lembaga dan Ksmltraan
dalam Teknlk Pencegahan
Ksjahatan

'l dokumen 100.000.000.00

:

I



Rancangan Awal RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAII

lndlkatot Klnerla
Target

Capalan
Klnerla

Pagu lndlkatlf (Rp) ProgramlKeglahn/Sub
Koglatan

No. ProgramlKeglatan/sub
Keglaten

lokasl lokacl Indlkator Klned!
Target

Capalan
Klneda

Pagu lndlka{f (Rp)

Catatan
Pontlng

3 6 6 7I 2 I t0 lt 12
Satpol PP Jumlah Sarana dan Prasarana

Ketsnteraman dan Ketertiban
Umum yang Tersedia

40 unit 70.000.000,00 Pengadaan dan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Ketenkaman dan Ketertiban
Umum

27 Pengadaan dan Pemellharaan
Sarana dan Prasarana
Ketentraman dan Ketertlban
Umum

Satpol PP Jumlah Sarana dan Prasarana
Ket€nteraman dan Ketertiban
Umum yang Tersedia

40 unit 70.000.000,00

Jumlah Penegakan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota d.n
Poraturan BupatlMall Kota

l2 bulan 963.000.000,00Penegakan Peraturan Daerah
Kabupaton/Kota dan
Peraturan BupatlMall Kott

satpol PP Penegakan Peraturan Daereh
Kabupeten/Kota dan Peraturan
BupatilWall Kota

Satpol PP Jumhh Penegakan Peraturan
Daenh Kabupaten Kota drn
Peraturan Bupatl/YYall Kota

l2 bulan 963.000.000,00

Satpol PP Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan Soslallsasi
Penegakan Perda/Perkada
kepada MasyarakauKelompok
MasyarakaUPelaku Usaha

12 laporan 200.000.000,00 Sosialisasi Penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan
Bupati/Wali Kota

26 Sosialisasi Penegakan
Peraturan Daerah dan
Peraturan BupatiMall Kota

Satpol PP Jumlah Laporan Hasil
PelakBanaan Sosiallsasi
Penegakan Perda/Perkada
kepada MasyarakaUKelompok
MasyarakaUPelaku Usaha

12 laporan 200,000.000,00

Satpol PP Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan Pengawasan
yang Dilakukan Terhadap
Kepatuhan Terhadap
Pelaksanaan Peraturan Daerah
dan Peraturan Bupati/Wali Kota

12 laporan 300.000.000,00 Pengawasan atas Kepatuhan
terhadap Pelaksanaan Peraturan
Daerah dan Peraturan
BupatiMall Kota

Satpol PP27 Pengawasan atas Kepatuhan
terhadap Pelaksanaan
Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati A/all Kota

Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan Pengewasan
yang Dllakukan Terhadap
Kepatuhan Terhadap
Pelakeanaan Peraturan Daerah
dan Peraturan BupatlM/ali Kota

l2laporan 300.000.000,00

Satpol PP Jumlah Laporan Pelaksanaan
Penanganan Atas Pelanggaran
Peraturan Daerah dan
Peraturan Gubernur yang

Dapat Ditangani Sesuai SOP

12 laporan 463.000,000,00 Penanganan atas Pelanggaran
Pereturan Daerah dan Peraturan
Bupati/Wali Kota

28 Penanganan ata8 Pelanggaran
Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati/Wali Kota

Satpol PP Jumlah Laporan Pelakeanaan
Penanganan Atas Pelanggaran
Peraturan Daerah dan
Peraturan Gubemur yang
Dapat Ditangani Sesuai SOP

'12 laporan 463.000.000,00

12.937.528.338JUMLAH JUMLAH r2.937.528.338

SATUAN

Pebruari 2022

Pembina

rl

NlP. 19790804 199810 1 001 I



Tabel T'C' 32

USUL.AN PROGRAiI DAN KEGIATAN DARI PARA PEiIANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023

KABUPATEN MOJOKERTO

NAMA PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No. Prcgram, Keglatan ISub Keghtan

2

lokasi lndikator Kineda Besaran I Volume CATATAN

13
5 6

1
t^ 

^., 
QqQ teQ al

Satuan Pamong Praia
I

AHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

Sabol PP Perangkat Daerah dan

lnovasi Yang terinternalisasi
tersosialisasi serta

berkelanlutan

Perencanaan, Penganggaran' dan Evaluasi

Kineria Perangkat Daerah

sasol PP Pelencanaan, Penganggaran'

Evaluasi Kineria Perangkat

7.500.000,00
1 Feny$rlnanEe men Perencanaan

Perangkat Daerah

SatpolPP Dokumen
Perangkat Daerah

2 EGiuasiTi ne'ra ferang kat Daerah satpolPP iImifr Lapora;EGfGsi Kinerja

Perangkat Daerah

7.500.000,00

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah SaQolPP Jumlah Administrasi Keuangan
Penngkat Daerah

7,

3 PenieOiaan Gajidan Tunjangan ASN SatpolPP Jrt-morang yang Menerima Gajidan
Tunjangan ASN

7

Adminlrtrast Kegegawaian Perangkat
Daerah

Satpot PP Jumhh Mministrasi Kepegswalan
Perangkat Daerah

200-000-000,00

4 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
Kelengkapannya

Sapol PP Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta
Atribut Kelengkapan

200.000.000,00

5 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan SatpolPP Jumlah Orang yang Mengikuti
Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan

0,00

Administrasi Umum Perangkat Daerah Sa@l PP Jumlah Adminlstrasl Umum
Perangkat Daerah

350.000.000,00

6 Penyediaan Komponen lnstalasi
ListriUPenerangan Bangunan Kantor

SaFol PP Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan

65.000.000,00

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

SatpolPP Jumlah Paket Peralatan dan
Peflengkapan lGntor yang Disediakan

80.000.000,00

I Penyediaan Bahan Logistik lGntor SapdPP Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor
yang Disediakan

10.000.000,00

I Penyediaan Barang Getakan dan
Penggandaan

Sapol PP Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Disediakan

15.000.000,00

10 Penyediaan Bahan/Material Sapol PP Jumlah Paket Bahan/Material yang
Disediakan

30.000.000,00

11 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SI(PD

SaFdPP Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1s0.000.000,00

Pengadaan Barang tllllk Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah

Satpol PP Jumlah Pengadaan Bareng ililik
Daerah Penunlang Urusan
Pemerinbh Daerah

30.000.000,00

t3 Pengadaan Mebel Sapol PP Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 30.000.000,00

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Satpol PP Jumlah Penyedlaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daeah

175.000.000,00

14 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum lGntor Sa@lPP Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum lGntor yang
Disediakan

175.000.000,00

Pemeliharaan Barang Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Satpo! PP Jumlah Pemeliharaan Barang tlillk
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

175.000.000,00

fhcrah

tl



No. Progr:am / Kegiatan /Sub Keglatan lokasi

I
lndlkator Klneda Besaran /Volunre CATATAII|

2 3 1 5 6
danPajak, Perizinan

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

PP

Lapangan yang Dipelihara dan

Perizinannya

Kendaraan

Pajak

17
dan

Prasarana ataulGntorGedung Bangunan
Satpol Sarana dan

yang

Gedung lGntor atau Bangunan
dan

Lainnya
Dipelihara/Direhabilitasi

dan
Lainnya

35.

KETENTERAilAN DAN KETERTIBAN
UTUTI

PP

, Pecentase penanganan
ketentraman dan
umum yang terselesaikan

persentase anggota Sa0inmas

Persentase peanggaran Peda yang

terlatih

Ketertiban Umum dalam I (satu) Daerah

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan PP

dan Ketertiban Umum
Gangguan

I (satu) Daerah

19
Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan

Dini, Pembinaan dan penyuluhan,

Patroli, Pengamanan, dan

Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan

Ketertiban Umum yang Dicegah
Deteksi Dini dan Cegah Dini,

dan Penyuluhan,

Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan
Perkada melalui Penertiban dan Penanganan
Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

atas Satrol
lGtertiban Umum berdasartan

dan Perkada Melalui Penertiban
Penanganan Unjuk Rasa dan

Massa yang Ditakukan

l(asus

21

Ketertiban Umum serta Perlindungan
Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

Koordinasi Penyelenggaraan
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Tingkat
Kabupaten/Kota

Dokumen

22
rangka Ketentraman dan Ketertiban

Umum

SatpolPP
Pemberdayaan Pedindungan
Masyarakat dalam

Ketenleraman dan Ketertiban

yang 300.000.000,00

dan Satuan Perlindungan

Ditingkatkan lGpasitasanya
yang

23
dan Satuan Perlindungan

termasuk dalam Pelaksanaan
yang Bemuansa Hak Asasi Manusia

lGpasitas SDM Satuan

26
Teknik Pencegahan dan Penanganan

Ketentraman dan Ketertiban Umum

antar SatpolPP Dokurnen Hasil Pelaksanaan
Sama antar Lembaga dan

dalam Teknik Pencegahan

Ketenteraman dan ]Gtertiban Umum
Tersedia

Prasarana Ketentraman dan Ketertiban
dandan Pemeliharaan

Satpol PP

Bupati/WaliKota
dan Peraturan

DaerahPenegakan Peraturan
Kabupaten/Kota dan Peraturan BupatUWali
Kota

Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada
kepada MasyarakaUKelomPok
MasyarakaUPelaku Usaha

Peraturan BupatiMlali Kota



CATATATIIBesaran / Volumelokasi lndikator KineriaNo. Prcgram / Keglatan / Sub Kegiatan

65131 2
300.000.000,00SatpolPP lumlah LapoEn Hasil Pelaksanaan

Pengawasan yang Dilakukan Terhadap
Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan
Peraturan Daerah dan Peraturan
BupatiMali Kota

27
Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati/Wali Kota

Pengawasan Kepatuhan terhadap

463.000.000,00SatpolPP Jumlah Laporan Pelaksanaan
Penanganan Atas Pelanggaran
Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubemur yang Dapat Ditangani Sesuai
SOP

Penanganan atas Pelanggaran Peraturan

Daerah dan Peraturan BupatiMali Kota
28

12.937.528.338JUMLAH

KEPAI.A

Pebruari

Pembina Tingkat I

NrP. 19790804 199810 1 001

PRAJA
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4.1 Usulan Program Kegiatan Tahun 2023 Satuan Polisi 

Pamong Praja  

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan 

indikator sasaran sebagai tolok ukur keberhasilannya, maka 

Tahun Anggaran 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Mojokerto menetapkan program operasional dan kegiatan pokok 

organisasi sebesar Rp. 12.937.528.338,- (Dua belas milyar 

sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh dua puluh 

delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah)  Secara 

garis besar program, kegiatan dan sub kegiatan operasional 

tersebut dapat diuraikan berdasarkan orientasi misi sebagai 

berikut : 

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 
dengan kegiatan indikatif : 

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

 

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan kegiatan indikatif : 

b. Penyediaan Gaji danTunjangan ASN 
 

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan kegiatan indikatif  

c. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 

d. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 

 

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan kegiatan indikatif : 

f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

g. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

i. Penyediaan Bahan/Material 

j. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

 

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

dengan kegiatan indikatif : 

a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

 

6.  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 

kegiatan indikatif : 

BAB  IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 
PERANGKAT DAERAH 
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a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan  Listrik 

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

 

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah dengan kegiatan indikatif : 

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

 

8. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 

(satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan indikatif : 

a. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui 

Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan 

Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 

b. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan 

Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 

c. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta 

Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 

d. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

e. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan 

Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang 

Bernuansa Hak Asasi Manusia 

f. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan 

Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 

g. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

 

9. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan 

Bupati/Wali Kotadengan kegiatan indikatif : 

a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 

b. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah 

dan Peraturan Bupati/Wali Kota 

c. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan 

Bupati/Wali Kota 

 

Secara terinci, Usulan Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, 

Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat 

Tabel 4.1 

 

 



Tabel T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2023

DAN PERKIR/tuAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN MOJOKERTO

Nama OPD : Satuan Polisi Pamong praja

KODE
Urusan / Bldang Urusan Pemerlntahan

Daerah dan Program, Kegiatan, Sub
Keglatan

lndlkator Klnerla Prcgram,
Kegiatan, Sub Keglatan

Rencana Tahun 2023

Catatan
Penting

Perkiraan illaju Rencana
Tahun 2024

Lokasi
Target

Capalan
Klnerfa

Kebutuhan
dana/pagu
indikatlf

Sumber
Dana

Target
Gapalan
Klneda

Kebutuhan Dana /
pagu indlkatif

1 2 4 7 t0
Satuan Pollel Pamong Prda ,2.937.528.338,00 13.843.,l 55.321,66

7,01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEi'ERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Nllai SAKIP Perangkat Daerah
dan Jumlah lnovacl yang
terlntEmalleasl dan teraoslallsaei
rerta berkelanfutan

Satpol PP 83,4 (A)
dan I

lnovagl

8.504.528.338,00 APBD 83,4 (A) dan
I lnovagl

9.099.845.321,66

.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Klnerja Perangkat Daerah

Jumlah Peroncanaan,
Penganggaran, dan Evaluasl
Klneria Perangkat Daerah

Satpol PP l2 bulan 15.000.000,00 APBD l2 bulan 16.050.000,00

.2.01.O1 Penyusunan Dokumen perencanaan perang[<at

Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

SatpolPP 2 dokumen 7.500.000,00 APBD 2 dokumen 8.025.000,00

7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangt<ai Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

SatpolPP T laporan 7.500.000,00 APBD T laporan 8.025.000,00

.01.2.02 Adminlstrasi Keuangan Perangkat Daeratr Jum Iah Admlnistrarl Keuangan
Perangkat Daerah

Satpol PP 70 orang 7,559.528.338,00 APBD 70 orang 8.088.695.321,66

7.01.01.2.02.01 Penyediaan GaJi dan Tunla.ganTSN- Jumlah Orang yang Menerima Gaji
dan Tunjangan ASN

SatpolPP 70 orang 7.559.528.338,00 APBD 70 orang 8.088.695.321,66

.0r.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Administrasi
Kepegawaian Perangkat Daerah

Satpol PP 170 orang 200.000.000,00 APBD 170 orang 214.000.000,00

.01.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Kelengkapannya

Atribut Jumlah Paket Pakaian Dinas
beserta Atribut Kelengkapan

Satpol PP 1 paket 200,000.000,00 APBD 1 paket 214,000,000,00

1

d



Rencana Tahun 2023

Targst
capalan
Klnerra

Kebutuhan D.na /
pegu lndlkatH

Sumber
Dana

Catatan
PentingTerget

Capalan
KlnerJa

Kebutuhan
danarpagu

lndikatlf
Lokasi

lndlkator Klneria Program,
K.glatan, Sub Kogtat n

Urusen / Bldang Urusan Pemerlntahan
Daorah den Program' Keglatan, Sub

Koglat n
KODE

7421 0,00APBD 100 orang0,00Satpol PP 100 orangJumlah Orang yang Mengikuti
Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan7 .01 .0'1 .2 .05. 1 0

l2 bulan 374.500.000,00APBDl2 bulan 350.000.000,00Setpol PPJumlah Admlnlrttall Umum
PeEngkat Dasreh

Admlnirtrari Umum Porangkat Da6rah7.01.01.2.06

'12 laporan 69.550.000,00APBD12 laporan 65.000,000.00Satpol PPJumlah Laporan Ponyediaan J66a
Komunikasi, Sumber Oaya Air dan
Listrikyang DiBediakan

Penyediaan Komponen lnstalasi
ListrildPenerangan Bangunan Kantor

7.01.01.2.06.01

20 paket 85.600.000,00APBD80.000.000,00Satpol PP 20 paketJumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantoryang
Dis6diakan

7 .01.01.2.8.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

APBD 10 paket 10.700.000,0010.000.000,00Satpol PP 10 paketJumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor7.01 .01 .2.06.04

l pakat 16.050.000,00APBD1 pakot 15.000,000,00Satpol PPdanJumlah Peket Barang Cotakan
Ponggandaan yang Oissdiakan

Penyediaan Barang Cetakan dsn Penggandaen7.01.01.2.06.05

I paket 32.100.000,00APBD1 paket 30.000.000,00Satpol PPJumlah Paket Bahan/Material yang

Disediakan
7.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material

160.500.000,00APBD 12laporcn150.000.000,00Satpol PP '12 laporanJumlah Laporan Pgnyelsnggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Penyelenggaraan Rapat Koordina8i dan
Konsultasi SKPD

7.01.01 .2.06.09

7 unit 32.100.000,0030.000.000,00 APBD7 unitSatpol PPJumlah Pongadarn Bar.ng Mlllk
Dasrah Penunjang Uruaan
Pomodnteh Daerah

Pengadaan Barang Ulllk Daorah Ponunleng
ljrur.n Pemorintgh Deerah

7.01.01.2.07

20 unit 32.100.000,00APBD30,000.000,00Satpol PP 20 unitJumlah Paket Mebel yang

DiBediakan
7.01.01.2.07.06 Pangadaan Mebel

12 laporan 187.250.000,0012 laporan 175.000.000,00Satpol PPJumlah Penygdlaan Ja3a
Ponuniang Urusan Pemerintahan
Dasrah

Penyedl..n J..a Panunjang Urua.n
Psmorlntahrn Deoteh

7.0t.01.2.08

12lapotan 187.250.000,00APBO12 laporan 175.000.000,00Satpol PPJumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan

7.01 .01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
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Perklraan ilaju Rencana
Tahun 202t1
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Perklrran aju Rencana
Tahun 2024

Rencana Tahun 2023

Sumbel
Dana

Catatan
Penting Tergot

Capalan
Klnorla

Kebutuhan Dana /
pagu indlkatlfLokasl

Target
Capalan
Klnerta

Kebutuhan
danarpagu
lndlkatlf

KODE
Urusan , Bidang Uruian Pem.dntah.n
D.enh dan Prcgram, Koglatan, Sub

Kaglatan

7 I t04 I1 2
l2 bulan 187.250.000,00r75.000.000,00 APBOJumlah Pomellharaan Barang

lillk oaer.h Ponunjang Uru!.n
Pomedntehrn DaeEh

Satpol PP l2 bulan7.0r.01.2.09 Pemellharaan Barang tlllik Oaerah
Ponunjeng Urusen Pomerlntehan Dasrah

'133.750.000,0022 unilSatpol PP 22 ufiil 125.000.000,007 .01 .01 .2.09.02 Penyediaan Jasa Pomeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinsn Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas
Operasionsl atau Lapangan yang
Dipelihara dan dibayarkan Pajak
dan Perizinannya

l unit 16.050.000,0015.000.000,00 APBDJumlah Sarana dan Prasarana
G6dung Kantor atau Bangunan
Lainnya yang Dipelihara/
Direhabilitas

Satpol PP l unit7.01.01.2.09.06 P6meliharaan/Rehabilitasl Sarana dan
Pra8arana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

APBD lunit 37,450.000,00Satpol PP lunit 35.000.000,007.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilltasi Sarana dan
Prssarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

Jumlah Gedung Kantor den
Bangunan Lainnya
yang Dipelihara/Direhabilitasi

APBO 900/6, 90%
dan 30%

4.743.3r 0.000,0090%, 90%
drn 30%

4,433.000.000,007.01.02. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM

Pellontlto paanggann Pordr
yrng toatanganl, Pa[onta3c
penangrnan genggurn
ketBntr.man dan kotrrtlban
umum yang taEoleaalkan dan
pollentala .nggotr Sadlnma3
yang t rl.Uh

Satpol PP

3.712.900.000,00APBD 12 bulanSetpol PP l2 bulan 3.470.000.000,007 .01.02.2.01 Ponanganan Gangguan Kobnteraman dan
Kotarfbrn Umum d.l.m 1 (r.tu) D.e.eh
lGbup.tinrKoti

Jumlah Penanganan Gangguan
Ketentoramsn dan Kotortlban
Umum dalam 'l (r.fu) Daerah
KabupatenrKota

'120 kasus 1.391.000.000,00'120 kasus 1 .300.000.000,00Jumlah Kasus Gangguan
Ketanteraman dan Ketertiban
Umum yang Dicegah Melalui
Deteksi Dini dan Cegah Oini,
Pembinaan dan Penyuluhan,

Satpol PP7.01.02.2.O',t.O1 Pencegahan Gangguan Ketsnteraman dan
Kelertiban Umum mel6lui Deteksi Dini dan
Cegah Oini, Pembinaan dan Penyuluhan,
Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan
Pengawalan

IIII-

E
-I

'J

lrdlkator Klnorja Progr.m,
Koglatan, Sub Keglat n



KODE
Urusan I Bldang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program, Kegiatan, Sub
Keglatan

lndikator Kineria Program,
Keglatan, Sub Kegiatan

Rencana Tahun 2023
Catatan
Penting

Perkiraan ilaju Rencana
Tahun 2024

Lokasi
Target

Capalan
Klneria

Kebutuhan
dana/pagu
lndlkatlf

Sumber
Dana

Target
Capalan
Klnerfa

Kebutuhan Dana I
pagu lndikatif

1 2 4 7 10
7.01.02.2.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan

Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan
Perkada melalui Penortiban dan Penanganan
Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Jumlah Kasus Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum berdasarkan Perda dan
Perkada Melalui Penertiban dan
Penanganan Unjuk Rasa dan
Kerusuhan Massa yang Dilakukan
Penindakan

SatpolPP 184 kasus 850.000.000,00 APBD 1 84 kasus 909.500.000,00

7.01.02.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan
Ketertiban Umum serta Perlindungan
Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Koordinasi
Penyelenggaraan Ketenteraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat Tingkat

SatpolPP 1 dokumen 250.000.000,00 APBD 1 dokumen 267.500.000,00

7.01.02.2.01.U Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam
rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

Jumlah Dokumen yang Memuat
Hasil Pemberdayaan Perlindungan
Masyarakat dalam
rangka Ketenteraman dan
Ketertiban Umum

SatpolPP 2 dokumen 300.000,000,00 APBD 2 dokumen 32'1,000.000,00

7.01.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi
Pamongpraja dan Satuan Perlindungan
Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan
Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

Jumlah SDM Satuan Polisi
Pamongpraja dan Satuan
Perlindungan Masyarakat yang
Ditingkatkan Kapasitasanya

SatpolPP 380 orang 600.000.000,00 APBD 380 orang 642.000.000,00

7.01.02.2.01.07 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan
dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan
Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Kerja Sama
antar Lembaga dan Kemitraan
dalam Teknik Pencegahan
Kejahatan

SatpolPP 1 dokumen 100.000.000,00 APBD 1 dokumen 107.000.000,00

7.01.02.2.01.08 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum

Jumlah Sarana dan Prasarana
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum yang Tersedia

SatpolPP 40 unit 70.000.000,00 APBD 40 unit 74.900.000,00

ij'

I
,I
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KODE
Urusan / Bldang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program, Kegiatan, Sub
rKeglatan

lndikator Kinerja Program,
Keglatan, Sub Kegiatan

Rencana Tahun 2023

Catatan
Penting

Pedriraan talu Rencana
Tahun 2024

Lokasl
Target

Capalan
Klneria

Kebutuhan
dana/pagu
lndlkatlf

$umber
Dana

Taryet
Capalan
Klnerla

Kebutuhan Dana /
pagu indlkatif

I 2 4 7 t0
7.01.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota dan Peraturan BupatiMati
Kota

Jumlah Penegakan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota dan
Peraturan BupatiMall Kota

Satpol PP 12 bulan 963,000.000,00 12 bulan 1.030.410.000,00

7.0't.02.2.01.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan BupatiMali Kota

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan
Sosialisasi
Penegakan Perda/Perkada kepada
MasyarakaUKelompok
MasyarakaUPelaku Usaha

SatpolPP 12 laporan 200,000.000,00 APBD 12 laporan 214.000.000,00

7.01.02.2.01.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap
Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan
BupatiANaliKota

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan
Pengawasan
yang Dilakukan Terhadap
Kepatuhan Terhadap
Pelaksanaan Peraturan Daerah dan
Peraturan BupatiMali Kota

SatpolPP l2laporan 300,000.000,00 APBD l2laporan 321.000.000,00

7.01.02.2.01,03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan
Daerah dan Peraturan BupatiMali Kota

Jumlah Laporan Pelaksanaan
Penanganan Atas Pelanggaran
Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubemur yang Dapat Ditangani
Sesuai SOP

Satpol PP l2laporan 463,000.000,00 APBD l2laporan 495.410.000,00

JUMLAH {2.937.528.338 13.843.155.322

PATEN
KEPALA

2022

SI PAM RAJA

Pembina Tingkat I

NtP. 19790804 199810't 001 l
I

l
i

I

1i



Tabel 4.1

MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA RKPD 2A23

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MOJOKERTO

Kode SKPD : 1.05.02

ama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja
USULAN APBNAPBD PROV

lndikator Kinefia

Rp.KLPagu
(Rp.)

SKPD
Terkait

NO. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan UP B/L

Ouput

@s29.338,00Satuan Polisi Pamong Praja

8.504.528.33E'0007:01:01 satpol PP83,4 (A)
dan 1

inovasi
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN'KOTA

PROGRAM URUSAN Nilai SAKIP Perangkat Daerah
dan Jumlah lnovasi yang
terinternalisasl dan tercosialisasi
serta berkelanjutan

-f5.6oo.ooo,oo

z.ot.ot.zor Satpol PPl2 bulan
Kinerja Perangkat Daerah

Percncanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Jumlah Petencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Klnerja Perangkat Daerah

1 7.500.000,o0t.ot.ot.z.6tu Satpol PP2 dokumenPenyusunanooku@
Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

2 0o7.01.01.2.O1.07 Satpol PP7 laporanEvaluasiKinerjapem Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

7.559.528 .338,007.01.01.2.02 satpol PP70 orangAdministrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Keuangan

-4

3 7 .528.7.01.O1.2.42.U SatpolPP70 orangPenyediaan Gaji dan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji
dan Tunjangan ASN

zoo.ooo.000'007.01.01.2.05 satpol PP170 orangKepegawaian Jumlah Administrasi
Kepegawaian Perangkat Daerah

4
- 

200.000.000,007.01.01.2.05.02 SatpolPP1 paketPengadaan Pakaian Dlnas geserta RtriOu[-
Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas
beserta Atribut Kelengkapan

5 0,007.01 .01 .2.05. 10 Satpol PPSosialisasi peraturan @ Jumlah Orang yang Mengikuti
Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan

3507.01.0r.ro6 satpol PP12 bulanUmum Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Outcome Target

I

APBD Kab. (RP.)

I

KODE

4

Lokasi

100 orang



lndikator KinerJa APBD PROV USULAN APBN

KODE Program, Keglatan, Sub Keglatan UP B/L Lokasi APBD Kab. (Rp.)
Pagu
(RpJ

KL Rp. D/TB/DAK
SKPD
TertaitTargetOuput

7 9 104,|
65.000.000,00'12 laporan Satpol PPJumlah Laporan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Lislrik yang Disediakan

Penyediaan KomPonen lnstalas
LislrildPenerangan Bangunan Kantor

i6 7.01.01.2.06.01

80.000.000,0020 paket Salpol PPJumlah Paket Peralatan dan

Parlengkapan Kantoryang
Oisediakan

Penyediaan Peralalan dan Perlengkapan
Kantor

7 7 .01 .01.2.06.O2

Satpol PP '10.000.000,0010 pakelJumlah Pakel Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan

Penyediaan Bahan Logistik Kentor7.0'1 .0 1 .2.06 .048

15.000.000,00l pakel Satpol PPdanJumlah Paket Barang Cetakan
Ponggandean yang Disediakan

Penyediaan Barang C-takan dan Penggandaan7 01.01.2.06.05

Satpol PP 30.000.000,00'! paketJumlah Paket Bahan/lllaterial yang

Disediakan
Penyediaan Bahan/Material7 01 .O1.2.06.07

Satpol PP 150.000.000,0012 laporanJumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

P€nyelenggaraan RePal Koo rdinasi dan

Konsultesi SKPD
7.01.01.2.06.0911

Satpol PP 30.000.000,007 unitJumlah Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

pe.ngiaaan garang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah

7 .O1 .O1 .2.O7

30.000.000,00Satpol PP20 unitJumlah Pakel Mebel yang

Dis6diakan
Pengedaan Mebel7.01.01 .2.07.06

Satpol PP '175.000.000,0012 laporanJumlah Penyediaan Ja3a
Penun ang urusan Pemerintahan
Daerah

Ponyodiaan Jast Ponunlang Urusan
Pemerlntehan Oaerah

7.01.01.2.08

175.000.000,00Satpol PP12 laporanJumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanen Umum Kantor Ysng
Disediakan

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kanlor14 7.0'1.01.2.08.04

Satpol PP 175.000.000,0012 bulanJumlah Pem€llhaEan Barang
irillk Daerah Penuniang Urultn
Psmefintahrn Daerah

Pemeliharaan Banng Mlllk Dierah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7.01.01.2.09

125.000.000,00Satpol PP22 unitJumlah Kendsraan Dinas
Operasionel atau Lapangan Yang
Dipelihara dan dibayarkan Pajak
dan Perizinannya

Penyediaan Jase Pemeliharaan,
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan

Dinas Operasional atau LaPangan

Biaya7.01.01.2.09.0216

15.000.000,00'1 unit Satpol PPJumlah Sarana dan Prasarana
Gedung Kanlor alau Bangunan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
17 7.01.01.2.09.06

Satpol PP 35.000.000,00lunitJumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya
yang Dipolihara/Direhsbilitasi

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Gedung Kantor alau Bangunan
Lainnya

18 7.01 .01.2.09.10

NO.
Outcome

'10

IJ



lndikator Kinerja APBD PROV USUI.AN APBN

NO. KODE Program, Kegiatan, Sub Kegiatan UP B/L Lokasi APBD Kab. (Rp.)
Ouput Outcome Target SKPD

Terkait
Pagu
(Rp.)

KL Rp. D/TB/DAK

1 4 7 8 10
loz:ot:oz PROGRAM PENINGKATAN

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
I 
Persentase peanggaran Perda

I yang tertangani, Persentase
penanganan gangguan
ketentmman dan ketertiban
umum yang terselesaikan dan
persentase anggota Satlinmas
yang terlatih

90o/o,90oh
dan 30%

Satpol PP 4.433.000.000,00

7.U.A2.2.O1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum dalam 1 (satul Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Penanganan Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

12 bulan Satpol PP 3.470.000.000,00

19 7.01.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan feteniEiaman Oan
Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan
Cegah Dini, Pembinaen dan Penyuluhan,
Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan
Pengawalan

Jumlah Kasus Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum yang Dicegah Melalui
Deteksi Dini dan Cegah Dini,
Pembinaan dan Penyuluhan,
Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,
dan Pengawalan

120 kasus SatpolPP 1.300.000.000,00

20 .01.02.2. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan
Perkada melalui Penertiban dan Penanganan
Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Jumlah Kasus Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum berdasarkan Perda dan
Perkada Melalui Penertiban dan
Penanganan Unjuk Rasa dan
Kerusuhan Massa yang Dilakukan
Penindakan

184 kasus SatpolPP 850.000.000,00

21 7.O1 .03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan
Ketertiban Umum serta Perlindungan
Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Koordinasi
Penyelenggaraan Ketenteraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

1 dokumen SatpolPP 250.000.000,00

22 .02.2.01.04
Ketentraman dan Ketertiban Umum

Masyarakat dalam Jumlah Dokumen yang Memuat
Hasil Pemberdayaan Perlindungan
Masyarakat dalam
rangka Kelenteraman dan
Ketertiban Umum

2 dokumen SatpolPP 300.000.000,00

23 .01

Pamongpr{a dan Satuan Perlindungan
Masyarakat lermasuk dalam Pelaksanaan

yang Bemuansa Hak Asasi Manusia

Kapasitas
Pamongpraja dan Satuan

Satuan

Masyarakat yang
Kapasitasanya

380 orang SatpolPP 600.000.000,00

2



lndikator Kinefia

Lokasi

KEPALA

APBD PROV USUISN APBN

Pebruari 2022

NO. KODE Program, Kegiatan, Sub Kegiatan UP B/L

Pembina Tingkat I

NtP. 19790804 199810 1 001

Rp. D'TB'DAKPagu
(Rp.)

KLSKPD
TerkaitOuput Outcome Target

1 102 74
24 7.01.02.2.01.06 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan

dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan
Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

100.000.000,00Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Kefla Sama antar
Lembaga dan Kemitraan dalam
Teknik Pencegahan Kejahatan

1 dokumen SatpolPP

25 7.O1.02.2.01.07 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum

70.000.000,00Jumlah Sarana dan Prasarana
Ketenteramen dan Ketertiban
Umum yang Tersedia

40 unit SatpolPP

7.O1.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah
KabupatenlKota dan Peraturan Bupailrwali
Kota

963.000,000,00Jumlah Penegakan Peraturan
Daerah KabupatenlKota dan
Peraturan BupatiMlali Kota

12 bulan Satpol PP

26 7.01.02.2.01.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan BupatiMali Kota

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan
Sosialisasi Penegakan
Perda/Perkada kepada
MasyarakaUKelompok
MasyarakaUPelaku Usaha

l2laporan SatpolPP 200.000.000,00

27 7.01.02.2.01.02 Pengawasan atas Xepatunan ternaOap
Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan
BupatiMaliKota

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan
Pengawasan yang Dilakukan
Terhadap Kepatuhan Terhadap
Pelaksanaan Peraturan Daerah dan
Peraturan BupatiMali Kota

12 laporan SatpolPP 300.000.000,00

28 7.01.02.2.01.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan
Daerah dan Peraturan BupatiMali Kota

Jumlah Laporan Pelaksanaan
Penanganan Atas Pelanggaran
Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubemur yang Dapat Ditangani
Sesuai SOP

12 laporan SatpolPP 463.000.000,00

12.937.528.338,00JUMLAH

APBD Kab. (RP.)
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Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 

2022 yang telah disusun merupakan acuan dasar atau pedoman 

yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan 

Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai 

pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk 

mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga 

visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada Tahun 2023 yang 

akan datang. 

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan 

kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto adalah 

dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja guna mendukung 

visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Mojokerto. 

Renja Satpol PP Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 adalah 

dokumen yang menjadi pedoman yang harus dilaksanakan oleh 

OPD guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Mojokerto. Renja Satpol PP Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 

dilengkapi dengan Matriks Renja, yang berisi Program/Kegiatan, 

Capaian Program/Kegiatan/Hasil, Target, Lokasi, Kelompok 

Sasaran Kegiatan dan Pagu Indikatif. Harapan dari penuangan 

matriks tersebut adalah agar OPD dapat berjalan pada aturan 

perencanaan dan anggaran yang telah ditentukan. 

Demikian Renja OPD ini disusun untuk dapat dijadikan 

acuan dan pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Mojokerto dalam melaksanakan urusan otonomi daerah dan tugas 

pembatuan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan 

perlindungan masyarakat. 

 

 

BAB V 

P E N U T U P 
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